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ABSTRAK

Keluarga sakinah merupakan tujuan utama perkawinan dalam Islam, namun
berbagai masalah rumah tangga seperti perceraian dan KDRT masih sering terjadi.
Penelitian ini mengkaji peran Bimbingan Perkawinan (Bimbingan Perkawinan) dalam
membangun ketahanan keluargamelalui pendekatan maslahah, dengan studi kasus
di KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes, menggunakan metode kualitatif deskriptif, data
dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terhadap
peserta Bimbingan Perkawinan dan penyelenggara. Hasil penelitian mengungkap bahwa
Bimbingan Perkawinan efektif dalam: meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang
hak/kewajiban perkawinan, membekali keterampilan pengelolaan konflik dan keuangan
keluarga, serta memperkuat komitmen membangun keluarga sakinah. Dalam perspektif
maslahah, program ini sgalan dengan prinsp kemadahatan umat karena
mampu mencegah kerusakan rumah tanggayang lebih besar. Kendala utama terletak
padaperseps masyarakat yang masih memandang Bimbingan Perkawinan sebagai
formalitas, sehingga diperlukan inovasi dalam penyampaian materi dan pendekatan.
Penelitian ini merekomendasikan penguatan kolaboras antara KUA, BP4, dan komunitas
agama untuk meningkatkan efektivitas Bimbingan Perkawinan.

Kata kunci: Bimbingan Perkawinan, ketahanan keluarga, maslahah, KUA, keluarga
sakinah.



ABSTRACK

Building a harmonious family (usratun sakinah) isthe ultimate goal of marriagein
Islam, yet household issues such as divorce and domestic violence remain prevalent. This
study examinesthe role of premarital counseling (Bimbingan Perkawinan) in
strengthening family resilience through the lens of maslahah, with a case study at
the Office of Religious Affairs (KUA) in Sirampog District, Brebes Regency. Using
aqualitative descriptive method, data was collected through in-depth interviews,
observations, and document analysisinvolving counseling participants and facilitators.
The findings revea that Bimbingan Perkawinan effectively: enhances couples
understanding of marital rights and obligations, equips them with skillsfor conflict
resolution and financial management, and strengthens commitment to building a sakinah
family. From a maslahah perspective, the program aligns with Islamic welfare principles
by preventing greater household dysfunction. However, a key challenge persists as many
participants till view Bimbingan Perkawinan merely as an administrative formality,
suggesting the need for more engaging delivery methods.This study
recommends strengthening collaboration between KUA, BP4 (Marriage Guidance
Board), and religious communities to optimize the program's impact. The results
contribute to discussons on Isamic family law implementation and preventive
approaches to marital conflictsin Muslim societies.

Keywords: Premarital counseling, family resilience, maslahah, Office of Religious
Affairs, sakinah family
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam bahasa Indonesia, istilah “perkawinan” berakar dari kata “kawin”
yang secara harfiah berarti membangun rumah tangga bersama pasangan berbeda
jenis kelamin atau melakukan hubungan intim.! Perkawinan disebut juga
“ pernikahan” berasal dari kata “nikah” yang secara bahasa berarti menyatukan,
menggabungkan, atau merujuk pada hubungan intim (wathi).? Istilah “nikah”
umumnya dipaka untuk merujuk pada hubungan intim (coitus), sekaligus juga
bermakna sebagai ikatan perkawinan (akad nikah).®

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dalam kitab Figih Al-lIdam Wa
Adillatuhu bahwa nikah adalah akad syar” i yang menetapkan hak seorang laki-
laki untuk memperoleh kesenangan dari istrinya, serta menghalalkan perempuan
untuk memperoleh kesenangan dari suaminya. *

Pernikahan sebagal sunnatullah  bertujuan untuk  menghadirkan
kebahagiaan dan kesgjahteraan lahir batin bagi manusia, baik di dunia maupun
akhirat. ®> Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah
ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia dan
kekal sesuai ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. ©

Idlam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah, karena dalam garan
Idam tidak digjarkan untuk hidup membujang.” Hal ini sesuai dengan firman
Allah Swt dalam Al Qur’ an Surat An Nur : 32

15 1 35385 ) Silal y salie e (imliall g aSie alY) | RS
plle Al g ali g dliad Fhe ) 2gikl

L Dep Drikbod, Kamus Bosad Baivess fecoresia, Balai Pustaka Jalarta, 1904 hal 436

* Muhammad bin smail Al-Kablany, Subad o-5afam, Dablan, Bandung, 2015, hal. 109

*Wahbah Al-Zabaili. A-Figh Al-ldlam! wa Adilfatul, Beimd Ddr al-Fikr, Lebanon, 1939
hal.2%

¥ Wahbah Al-Zubaili, A-Figh 4i-Islamiwe Adilland, Hol 29

P Abidie & Amiooddus, Figh Misabohar |, Pustaka Setia, Bandung, 1999, lal, 12,

B Hiloan Hadikuanmes, Bk Ferkow o Deforesta, Meserut Poruckoegan, Buluwe Ao,
Hulsmmagmema Mandare baju, Takaota, 2007, hal &,

T Tuanda, Fagih Micmealaly, Salma Tdea; Yopvakarta, 2016, kal. 105



Artimya : “Mikahkanlah orang-orang vang masih membujang di antara
kamu dan juga orang-crang vang lavak (meniksh) darn hamba-hamba
sahayamu, bak laki-laki maupun perempuan, Dka mereka nuskin
Allah akan memben Kemampuan kepada mereka dengan kaminia-Nya.
Allah Maha luas (pemberian-Nva) lagi Maha Mengetahui™,
Tujuan perkawinan ialah menciptakan rumah tangga sakinah, mawadah,

dan rahmah, yakni keluarga yang dipenuhi cinta dan keberkahan dari Allah Swt.®
Terwujudnya keluarga yang harmonis dan utuh seperti ini merupakan impian
serta harapan setiap pasangan yang telah menikah. Untuk mewujudkan keluarga
yang utuh diperlukan kerja sama dari seluruh anggota keluarga.®

Dalam perkawinan sering terjadi berbagai masalah meliputi perkawinan
dini, perkawinan tidak tercatat, perceraian, masalah keuangan, perselingkuhan,
dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga dalam mengatasi masalah
tersebut bimbingan perkawinan dapat menjadi salah satu landasan rumah tangga
yang kokoh.

Keharmonisan keluarga membutuhkan relasi yang baik, ditandai dengan
suasana damai yang dibangun melalui sikap saling memahami, komunikasi
terbuka, kepedulian, penghargaan, dan pemenuhan kebutuhan bersama. Untuk
mewujudkan keluarga yang sakinah, diperlukan bimbingan perkawinan sebagai
bentuk pendampingan bagi calon pasangan dalam mengatasi berbaga persoalan
atau memperoleh informas  seputar kehidupan perkawinan. Bimbingan ini
berfungs memberikan arahan dan panduan praktis mengenai perkawinan,
dengan tujuan mengurangi tingginya angka perceraian dan kasus KDRT yang
kian marak, khususnya di kalangan anak muda. Dengan demikian, masyarakat
dapat terhindar dari p enyesalan dalam memilih pasangan maupun kesulitan
beradaptasi dengan dinamika rumah tangga.”

Menurut PMA RI Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata

Kerja KUA Kecamatan, Kantor Urusan Agama merupakan unit teknis

B abdal Aziz Fuph Mubakahat, TATN Sueakarta, Surakartz, 2014, hal. 15,
FaANH Ansor, “Kensep Dasar Keluares Salwah Dalam FKompilasl A Felaon Mearura
M fzzar Darwazeh ™, mo, 200 (08 hemy 20251



Kementerian Agama di tingkat kecamatan yang melaksanakan sebagian tugas
keagamaan Islam di wilayah kabupaten/kota.

KUA diakui sebagai lembaga untuk mendorong dan memelihara kehidupan
keluarga yang harmonis, terutama dalam pembentukan keluarga sakinah,
kontribus utama KUA meliputi bimbingan perkawinan, konseling keluarga,
pendidikan agama, dan resolus konflik, yang semuanya krusial untuk mencegah
keretakan keluarga dan membangun ketahanan.

Berdasarkan konsep kedewasaan calon pengantin, calon suami istri harus
matang secara mental dan fisik sebelum menikah agar dapat memenuhi tujuan
mulia perkawinan dan memiliki anak yang sehat dan bahagia. Calon pengantin
menerima bimbingan rohani dan jasmani tentang cita-cita perkawinan dan cara
membangun keluarga yang bahagia di masa depan sebagai bagian dari pelatihan
perkawinan ini..

Pemerintah sendiri telah memberikan kewenangan kepada beberapa
organisasi atau lembaga untuk turut serta dalam menyelesaikan sengketa
perkawinan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977
dibentuklah Badan Pembinaan, Pembimbingan, dan Pelestarian Perkawinan
(BP4) dengan tujuan untuk memberikan bimbingan rumah tangga yang
diperlukan guna mewujudkan keharmonisan, kebahagiaan, dan kesgjahteraan
keluarga. Untuk mewujudkan keluarga yang keka dan berTuhan Yang Maha
Esa, BP4 juga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya perceraian dan
memberikan penyuluhan perkawinan. Selain itu, Keputusan Dirjen Bimas Islam
No. 373/2017 dan No. 379/2 018 mewagjibkan calon pengantin mengikuti
bimbingan perkawinan sebelum menikah.

Bimbingan perkawinan bertujuan untuk membantu membangun keluarga
harmonis dengan membekali calon pasangan suami istri dengan keahlian,
keterampilan, dan kesiapan psikologis yang dibutuhkan. Bimbingan perkawinan

dapat membantu pasangan memahami dan mengatas tantangan dalam

' Ana Facdaml Tzza, Stripsi Dawgpak Bimbingan Perkawinan Prawikah Terhodop Eesiapan
Menikal Calon Pengantin Studl KU Kecamaran Ajtharang Kabupaten Bampmas, (13 Juli 202519
1 Pernturan Menteri Agama Republik Indoaesia Nomor 34 Talns 201 6



perkawinan, sehingga meningkatkan kualitas hubungan mereka dan Mengurangi
risko perceraian. Dengan memahami dan mengatas masalah sgjak dini,
pasangan dapat mengurangi risiko perceraian dan membangun perkawinan yang
lebih stabil .12

Program bimbingan perkawinan menawarkan beragam manfaat penting
bagi para calon pasangan pengantin. Tujuan utamanya adalah untuk
mempersiapkan mereka dengan bekal pengetahuan serta keterampilan guna
mewujudkan kehidupan berumah tangga yang diliputi ketenteraman (sakinah),
cinta kash (mawaddah), dan penuh rahmat (rahmah). Beberapa keunggulan
bimbingan perkawinan yakni, mencegah perceraian, membangun keluarga
sakinah, meningkatkan kesadaran tentang kesehatan reproduksi, meningkatkan
pemahaman tentang pengel ol aan keuangan keluarga.t®

Maka dari itu penulis ingin meneliti studi kasus yang terjadi di KUA Kec.
Sirampog, Kab. Brebes. Melaui penyelenggaraan bimbingan perkawinan,
diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai isu yang mungkin terjadi dalam
kehidupan berumah tangga. Program bimbingan perkawinan memberikan bekal
keterampilan bagi calon pengantin dalam membina rumah tangga sekaligus
mencegah konflik rumah tangga yang berpotenss menimbulkan perceraian.
Materi pembinaan mencakup berbagai aspek kehidupan berkeluarga, termasuk
pembentukan keluarga sakinah, resolus konflik rumah tangga, serta pola asuh
dan pendidikan anak.

Adapun penulis menggunakan teori maslahah terhadap bimbingan
perkawinan sebagai suatu pendekatan untuk memahami manfaat dan kebaikan
yang dapat diperoleh dari pelaksanaan bimbingan perkawinan. Dalam hukum
Idam, igtilah maslahah mengacu pada kebaikan atau manfaat yang tidak secara
tegas ditentukan dalam Al-Qur'an atau Hadits tetapi dapat diterima sebagai

prinsip dasar karena memberi manfaat bagi masyarakat.

12 Beina 5 Bobi’ah, "3.‘r.',l.i:l.'r:l_§'.:'.lr:l Porkmiinan Uitk Calan ,F'.sﬂg-;mr.:.l,' Ihglam ,‘._'F?.lrr-,l.h:!r.lgi.lr.l
Eelugrpa Sakinay”. Tumal Bimbmean dan Konzeling, ne {30 Jolp 202%), 110,

13 Alifab Asn"dinh, “Peran Bimbingan Perkawnmm Kawior Urnsan Agama Dalaw Mencegah
Poreeralan Dan Mesibargan Kabolnegtaos Kelwargs®, Tumal Bimbingane dan Kooseling Islam. oo |
(10 T 2025}, 5



Pada kenyataannya, tidak sedikit pasangan memandang bimbingan
perkawinan sekedar sebagai prosedur administratif belaka untuk memenuhi
persyaratan perkawinan. Perseps ini berakibat pada kegagalan dalam mencapai
esensi dan manfaat sesungguhnya dari program bimbingan tersebut.'*

Implementas program  bimbingan perkawinan secara signifikan
memengaruhi tingkat kesigpan pasangan sebelum menikah. Melalui proses ini,
diharapkan timbul kesadaran komprehensif mengena hak dan kewajiban masing-
masing dalam mengemban peran sebagai suami-istri. Sehingga menimbulkan
sikap saling memperhatikan dan menghargai dalam kehidupan berkeluarga.
Faktanya banyak calon pengantin yang memandang bahwa bimbingan
perkawinan hanya sebatas formalitas untuk mendapatkan izin melaksanakan
pekawinan.*®

Berdasarkan perihal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian
mengenal “ PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM
MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA DALAM PERPSEKTIF
MASLAHAH (  STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN BREBEYS) ” .

1.2 Rumusan M asalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan
sebelumnya, dapat diidentifikas sejumlah keterbatasan utama yang dianggap
relevan untuk penelitian dan pembahasan lebih lanjut. Masalah-masalah tersebut
meliputi:

1. Bagaimana peran bimbingan perkawinan dalam meningkatkan ketahanan
keluarga pada pasangan pengantin di Kantor Urusan Agama Kec. Sirampog
Kab. Brebes?

2. Bagaimana peran bimbingan perkawinan di KUA Kec. Sirampog Kab. Brebes

dalam meningkatkan ketahanan keluarga dalam perspektif maslahah?

Y A Hambuan, Froblematiba Calon Pengantin Dalam Mengiknti Bimbingan Fra Nikah Di
Kua, jurnal bimbingan pra niknh, no 5, (15 Mes 202530

Y& Akbarjono, Modu! Bimbingan Perbawinan Unfuk Colon Penpantin, no. 3, (05 M
2025811,
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Tujuan Penelitian
Merujuk pada rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya,

penelitian ini bertujuan untuk:

. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi bimbingan perkawinan

terhadap penguatan ketahanan keluarga bagi pasangan pengantin di KUA Kec.

Sirampog, Kab. Brebes.

. Penelitian ini bertujuan mengkaji kontribusi program bimbingan perkawinan

yang diselenggarakan KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes dalam memperkuat

ketahanan keluarga melalui pendekatan konsep maslahah..

1.4 Manfaat Pendlitian

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan

baik pada tataran teoretis maupun implementasi praktis dalam aspek-aspek
berikut:

1. Manfaat secarateoritis

a. Memberikan sumbangsih pemikiran dalam disiplin hukum keluarga Islam,
khususnya terkait regulasi batas minimal usia perkawinan dan mekanisme
pemberian dispensasi nikah.

b. Meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat tentang pentingnya bimbingan

perkawinan agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah da rahmah.

. Manfaat secara praktis

a. Untuk memahami peran bimbingan perkawinan dalam meningkatkan
ketahanan keluarga pada pasangan pengantin di Kec. Sirampog, Kab.
Brebes.

b. Bagaimana efektifitas program bimbingan perkawinan daam
meningkatkan Ketahanan Keluarga di Kec. Sirampog Kab. Brebes.

c. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan inovasi konseptual dalam
ranah hukum keluarga, sekaigus menjadi medium aplikasi pengetahuan
berbasis observasi empiris dan analisis teoritis. Temuannya dapat berfungsi

sebagai rujukan akademis bagi pendliti berikutnya serta pedoman



operasiona bagi petugas KUA, khususnya dalam layanan bimbingan
perkawinan. Secara spesifik, penelitian ini diharapkan memberikan
kontribus intelektual bagi KUA Kec. Sirampog Kab. Brebes sekaligus
menjadi dasar untuk pengembangan riset lanjutan
1.5 Tinjauan Pustaka
Untuk mempertahankan ciri khasnya dan memastikan posisi penelitian ini
dalam kaitannya dengan penelitian lain, tinjauan pustaka akan mencakup
segjumlah publikasi ilmiah, temuan penelitian, dan buku yang membahas topik
bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Berikut ini adalah beberapa di
antaranya:

Skrips Anisa Rahmawati (14350041) yang berjudul Efektivitas
Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin oleh Kementerian
Agama Kabupaten Seman (UIN Sunan Kalijaga, 2018) membahas evaluas
keberhasilan program bimbingan perkawinan dan kendala pelaksanaannya. Dari
hasil penelitiannya, diketahui bahwa program tersebut berjalan dengan efektif.

Titik persamaan antara penelitian terdahulu dengan kajian ini terletak pada
objek penelitian berupa program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan
KUA. Sementara perbedaannya terdapat pada cakupan wilayah penelitian,
dimana studi sebelumnya menganalisis efektivitas program pada tingkat
kabupaten (melibatkan beberapa KUA), sedangkan penelitian ini memfokuskan
analisis hanya pada wilayah kerja KUA Kec.Sirampog,, Kab. Brebes.

Skrips Nuryanee Doloh (523201001) berjudul Pelaksanaan Kursus
Pranikah Bagi Calon Pengantin di Wilayah Yala Selatan Thailand dan
Relevansinya dengan Kursus Pranikah di Indonesia (IAIN Purwokerto, 2017)
menunjukkan bahwa di wilayah tersebut, kursus pranikah menjadi kewajiban
bagi calon pengantin, dan ada denda bagi yang tidak mengikutinya.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi terdahulu dalam hal objek
kajian utama berupa program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Namun terdapat perbedaan mendasar dalam aspek fokus penelitian, studi



16

sebelumnya terbatas pada aspek implementasi, sementara penelitian ini akan
mengukur tingkat efektivitas pelaksanaannya. Perbedaan lain terletak pada
setting geografis, dimana penelitian terdahulu dilakukan di Thailand dengan
karakteristik regulas dan budaya yang berbeda, sedangkan penelitian ini
mengambil lokas tunggal sebagai sampel.

Skripsi berjudul Praktek Kursus Calon Pengantin sebagai Upaya KUA
Kecamatan Secang Kabupaten Magelang dalam Meminimalisr Angka
Perceraian (132111013) mengungkapkan bahwa KUA Secang memberikan
bimbingan perkawinan kepada calon pengantin. Sasaran utamanya adalah
masyarakat pendatang yang mayoritas berpendidikan rendah dan bekerja sebagai
buruh, kelompok yang rawan mengalami perceraian.

Penelitian ini memiliki kesamaan konseptual dengan studi terdahulu dalam
hal fokus kajian pada program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.
Namun terdapat perbedaan mendasar dalam lingkup penelitian, dimana studi
sebelumnya hanya mengkaji aspek implementasi, sedangkan penelitian ini
berfokus pada evaluasi efektivitas program. Selain itu, terdapat varias dalam
penentuan lokas penelitian.

M etode Penélitian

Metode penelitian adalah sistem atau cara yang digunakan untuk
menyelidiki suatu masalah melalui prosedur tertentu, sehingga hasil yang
diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secarailmiah. °
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode field research dengan melakukan

observas langsung di KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes sebagai |okas
penelitian. Selain itu, peneliti juga melaksanakan studi literatur terhadap
berbagai referens yang relevan dengan topik penelitian.

2. Sifat Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif-anditis yang bertujuan

15 hiarmak, Metodologl River (Y ogyakarta: PT Prazetya Widva Pratama, 2000), hal 4.



untuk memaparkan fenomena secara sistematis dan objektif, kemudian
melakukan analisis mendalam terhadap data yang diperoleh. Fokus penelitian
meliputi identifikass masalah dalam implementas bimbingan perkawinan,
mekanisme pelaksanaannya, serta dampaknya terhadap kesiapan psikologis
dan pengetahuan calon pasangan pengantin.
3. Lokas Penelitian

Lokas penelitian ini bertempat di Kantor Urusan Agama Kec. Sirampog
Kab. Brebes, J Gunung Kembang, Desa Manggis, Kec. Sirampog Kab.
Brebes, Prov. Jawa Tengah.

Berdasarkan informasi dari KUA Kec. Sirampog Kab. Brebes, terlihat
suatu kecenderungan peningkatan perceraian yang patut diwaspadai.l’ Akar
persoalan dari perceraian ini umumnya bersumber pada kegagalan dalam
berkomunikasi, ketidakmatangan psikologis, kesulitan finansial, minimnya
pemahaman mengenai tanggung jawab dalam perkawinan, serta lemahnya
pemahaman terhadap ajaran agama dalam praktik berumah tangga.

KUA Kecamatan Sirampog, yang memiliki otoritas dalam bidang
administras dan pembinaan perkawinan, memikul peran yang sangat krusial.
Sebagai program unggulannya, Bimbingan Perkawinan (Bimwin) diwajibkan
bagi seluruh calon pengantin (catin) sebagal prasyarat sebelum akad nikah.
Inisiatif ini diformulasikan sebagai sebuah tindakan preventif untuk
melengkapi para catin dengan bekal intelektual, praktis, dan psikologis yang
cukup guna memasuki fase berumah tangga.

Oleh karena itu, pendlitian yang berjudul “Peran Bimbingan Perkawinan
Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Perpsektif Madlahah (Studi
Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes)”
ini dirasa sangat urgent untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengevaluas secara objektif dan mendalam terhadap program bimbingan

perkawinan, sehingga hasilnya dapat menjadi bahan evaluas dan

1" Badno Pusal Statissik Kabupaten Brebes, "Niksh, Talak, dan Ceral Menumit Eecamatan di
Eabupaten Brebes, 2020-2021." (22 hei 2024).
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rekomendasi bagi KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes untuk meningkatkan

kualitas layanannya. Pada akhirnya, diharapkan program bimbingan

perkawinan yang lebih efektif dapat berkontribusi signifikan dalam menekan

angka perceraian dan mewujudkan ketahanan keluarga yang lebih tangguh di

wilayah Kec. Sirampog, Kab. Brebes.

Sumber dan Jenis Data
Sumber data adalah subjek darimana data tersebut didapatkan dari
penelitian.’® Data dalam pendlitian ini diperoleh dari beberapa sumber utama,
yaitu:

a. Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari lapangan
dengan metode penelitian tertentu, misalnya wawancara atau penggunaan
instrumen yang relevan. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data
primer melalui wawancara dengan Kepala KUA, staf KUA Sirampog,
Brebes, serta peserta bimbingan perkawinan yang diadakan oleh KUA.

b. Data sekunder dalam penelitian ini mengacu pada berbagai sumber tertulis
yang terdiri dari literatur hukum keluarga, hasil-hasil penelitian terdahulu
dalam jurnal ilmiah, dan berbagai publikas terkait yang memiliki relevans

dengan fokus kajian.*®

. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang objektif, peneliti menggunakan beberapa
metode pengumpulan data, yaitu:
a. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan dengan diaog terstruktur antara peneliti dan
infforman sebagai teknik pengumpulan data, yang dilaksanakan secara
sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.?® Peneliti menerapkan teknik
wawancara terstruktur dalam pengumpulan data, dimana seluruh

pertanyaan penelitian telah dipersiapkan secara tertulis sebelumnya dan

hal. 193.

18 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 34.
19 Sugiyono, Metode Pendlitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D (Bandung: Alfabeta, 2019),

20 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Y ogyakarta: Andi, 2004), hal. 217.
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didukung dengan penggunaan alat perekam sebagai sarana dokumentasi .

Subjek wawancara dalam penelitian ini meliputi pgjabat struktural KUA

Kec. Sirampog, Kab. Brebes serta para peserta alumni program bimbingan

perkawinan yang diselenggarakan oleh instans tersebut

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

No.

Nama
Informan

Jabatan/Peran

Keunggulan
sebagai Informan

Teknik
Pengumpulan
Data

H.
Muhammad
Lutfi, SAQ.,
M.Pd.

KepalaKUA
Kec. Sirampog /
Penghulu Utama
| PPAIW

Sebagai penanggung
jawab utama dan
pengambil kebijakan
pel aksanaan
Bimbingan
Perkawinan di KUA
Sirampog. Memiliki
pemahaman
komprehensif tentang
visi, misi, kendala,
dan capaian program.

Wawancara
Mendalam

Shofi
Amran
Khairani,
SAg.

Penyuluh
Agamaldam
Pertama di KUA
Sirampog

Sebagal
fasilitator/narasumber
langsung yang
menyampaikan
materi Bimbingan
Perkawinan.
Menguasal detail
materi dan teknik
penyampaannya
kepada calon
pengantin.

Wawancara
Mendalam

Tati
Fujiyatin,
S.Thil

Penyuluh
Agamalslam
(P3K) di KUA
Sirampog

Terlibat langsung
dalam
penyelenggaraan
Bimbingan
Perkawinan.
Memberikan
perspektif tentang
faktor penghambat
dan kendala teknis di
lapangan.

Wawancara
Mendalam

Nurkholik,
S.Pd.l

Penyuluh
Agama lslam
(P3K) di KUA
Sirampog

Sebagai fadilitator
program.
Memberikan
informasi tentang
faktor pendukung
yang membuat
pel aksanaan
Bimbingan
Perkawinan dapat
berjalan efektif.

Wawancara
Mendalam

21 Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif,dan R & D, hal. 138.
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Memberikan
perspektif dari sis
peserta/penerima
P_esert_a manfaat. Umpan
Bimbingan baliknyadigunakan | Wawancara
5 | Ahmad Perkawinan yadg .
(Calon untuk mengevaluass | Mendalam
Penaanti kenyamanan dan
gantin) .
kesigpan sarana
(misal: perlu
ditambah AC/Kipas).
Memberikan
testimoni tentang
Peserta kualitas pemateri
Bimbingan (misal: Wawancara
6 | S Perkawinan menyampaikan Mendalam
(Calon materi dengan santai
Pengantin) dan jelas).
Merepresentasikan
kepuasan peserta.
Merepresentasikan
calon pengantin yang
Peserta sebelumnyatidak
Bimbingan mengetahui adanya Wawancara
7 | Nur Kholik | Perkawinan program Bimbingan Mendalam
(Calon Perkawinan.
Pengantin) Menunjukkan
masalah sosidisasi
program.
Sumber data
sekunder yang
kredibel untuk
Dokumen Arsip | melacak sejarah,
8 - & Laporan KUA | struktur, program
Sirampog kerja, dan data
statistik peserta
Bimbingan
Perkawinan.

b. Dokumentas

Subjek wawancara dalam penelitian ini meliputi pgjabat struktural

KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes serta para peserta alumni program

Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA tersebut.?? Data

dokumentas yang diperoleh dalam penelitian ini meiputi berbagai

rekaman audio-visual, dokumen fotografi, serta catatan-catatan resmi

terkait pelaksanaan program bimbingan perkawinan di

Sirampog, Kab. Brebes.

3. Teknik Analisis Data

KUA Kec.

22 Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi (Jakarta: Rineka

Cipta, 2006), hal. 105.
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Pemilihan metode analisis dalam penelitian ini didasarkan pada tiga
pertimbangan utama (1) pendekatan terhadap masalah pendlitian, (2)
karakteristik khusus penelitian, (3) jenis data yang berhasil dikumpulkan.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, penelitian ini mengadops
metode analisis deskriptif. Implementasi metode ini dilakukan melalui dua
tahap utama pertama, mendeskripsikan secara komprehensif pelaksanaan
program Bimbingan Perkawinan di KUA Sirampog beserta tujuan-tujuan
penyelenggaraannya; kedua, menganalisis dampak program terhadap peserta

baik calon pengantin maupun pasangan yang telah menyel esaikan program.

1.7 Penegasan I stilah

1.

Perkawinan : Perkawinan merupakan ikatan suci antara pria dan wanita
sebagai suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga yang langgeng dan
sejahtera dengan berlandaskan nilai ketuhanan.

Bimbingan Perkawinan: Bimbingan Perkawinan merupakan suatu bentuk
pendampingan edukatif yang diberikan kepada calon pasangan pengantin
melalui penyampaian informasi komprehensif serta solus permasalahan
terkait berbagal dimens kehidupan berkeluarga yang akan mereka hadapi.

Keluarga Sakinah: keluarga sakinah adalah bentuk keluarga ideal dalam
Islam yang diwarnai keharmonisan, cinta kasih, dan keberkahan dari Allah
SWT, sertamemiliki komunikas yang baik antar seluruh anggotanya.

KUA: Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga teknis di bawah
Kementerian Agama yang berada di tingkat kecamatan, dengan tugas pokok
menangani urusan keagamaan Islam sesuai bidang kewenangannya.

BP4: BP4 merupakan institusi konseling keluarga yang berfungsi memberikan
pendampingan dan pembinaan kepada pasangan menikah guna mewujudkan
kehidupan berumah tangga yang harmonis, sejahtera secara materia -spiritual,

serta berlandaskan kebahagiaan.

1.8 Rancangan Sistematika Penulisan

Untuk menjaga keteraturan dan fokus dalam penulisan skrips ini,
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penelitian disgjikan dalam beberapa bab yang terstruktur dengan sistematika
pembahasan sebagai berikut:

Bab | pendahuluan, Bab pendahuluan memuat beberapa komponen utama
meliputi konteks penelitian, identifikas masalah, maksud dan manfaat penelitian,

kajian literatur, metodologi penelitian, serta struktur penulisan karyailmiah.

Bab Il tinjauan umum tentang perkawinan, Bab ini menguraikan tiga aspek
fundamental mengenal perkawinan, meliputi: definis konseptual, landasan
hukum yang mendasarinya, serta tujuan-tujuan esensial dari ikatan perkawinan.
Kemudian ketahanan keluarga, upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahana
keluarga, program Bimbingan Perkawinan, tujuan dan dasar hukum.

Bab 111, bab ini menguraikan tentang data dan gambaran umum KUA Kec.
Sirampog, Kab. Brebes, meliputi: profil KUA, letak geografis, vis misi,tugas.
Kemudian praktrik program Bimbingan Perkawinan, prosedur, pelaksaan dan
praktik Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Sirampog Kab. Brebes.

Bab IV. Analiss Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah terhadap Ketahanan
Keluarga di KUA Kec. Sirampog Kab. Brebes, bab ini beris tentang Analisa
peran Bimbingan Perkawinan KUA Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes
dalam meningkatkan ketahanan keluarga dan andisa peran Bimbingan
Perkawinan di KUA Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes dalam
meningkatkan ketahanan keluarga dalam perspektif maslahah.

Bab V Penutup, Bab penutup sebagai bagian find memuat sintesis hasil
penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian, tersusun dalam tiga bagian

utama meliputi: rangkuman temuan, rekomendasi, dan kata penutup.
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BAB ||
TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN TOERI
MASLAHAH DALAM BIMBINGAN PERKAWINAN

DI INDONESIA

2.1 Definisi Perkawinan

Istilah perkawinan berasal dari kata kawin, yang bermakna ikatan keluarga
antara dua jenis kelamin yang berbeda.?® Secara etimologis, istilah 'nikah’ berasal
dari kosakata Arab nakaha yang mengandung makna penggabungan atau
penyatuan. Makna ini mengacu pada penyatuan antara aspek legal (akad) dan
fisk (hubungan intim) dalam perkawinan. Dalam perspektif terminologis, nikah
didefiniskan sebagai kontrak perkawinan yang melegalkan berbagai bentuk
keintiman fisik - mulal dari sentuhan, hubungan badan, hingga aktivitas seksual
lainnya - antara pasangan suami istri yang sebelumnya bukan mahram. Dengan
demikian, akad nikah berfungsi sebagal landasan syar'i yang memperbolehkan
hubungan biologis dan keintiman antara pasangan yang menikah. 24

Dalam perspektif syariat 1slam, perkawinan merupakan suatu kontrak legal
antara pihak laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk: melegitimasi
hubungan intim pasangan, membangun keluarga yang harmonis (sakinah), serta
berkontribusi pada terciptanya tatanan sosial yang makmur..?® Proses akad nikah
bertujuan untuk melegalkan hubungan antara pria dan wanita sebagai pasangan
suami-istri melalui pelaksanaan ijab gabul yang sah menurut syariat

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1,
perkawinan didefiniskan sebagai suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan
perempuan dalam status suami-istri yang bertujuan membentuk unit keluarga
yang langgeng dan sgjahtera dengan landasan ketuhanan. Sementara dalam

Kompilass Hukum Islam Pasal 2, perkawinan dipahami sebagai mitsagan

2 Dep. Dikbud, kamus besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: balai Pustaka, 1994), cet. Ke-3,
hal.456

2 Tim Ulin NuhaMa had Aly An-Nur, Figih Munakahat, (Solo: Kiswah Media, 2018), hal.
17

% H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada, 2010), hal . 8.
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ghalidzan (ikatan kokoh) yang bernilai ibadah melalui pelaksanaan perintah
Allah SWT.?® Berdasarkan definis tersebut, dapat dismpulkan bahwa
perkawinan merupakan suatu ikatan menyeluruh antara pria dan wanita sebagai
pasangan suami-istri untuk membangun keluarga sesuai ketentuan syariat 1slam
melaui akad yang sah, yang kemudian melegalkan hubungan mereka..
2.2 Dasar Hukum Perkawinan

Sebaga ingtitus sosial yang fundamental, perkawinan tidak sekadar
menyatukan dua individu melainkan juga melibatkan jaringan keluarga dan
komunitas. Di Indonesia, aspek legalitas perkawinan dijamin melalui berbagai
instrumen hukum yang berfungsi melindungi hak-hak pasangan menikah serta
menjamin validitas pelaksanaannya. Secara yuridis, perkawinan di Indonesia
memiliki pijakan hukum yang kokoh sebagai dasar pengaturan dan
implementasinya..
1. Dasar hukum perkawinan ditinjau dari hukum positif diantaranya adalah:

a UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 mengatur bahwa
perkawinan adalah ikatan lahir batin pria dan wanita untuk membangun
keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1).
Perkawinan sah hila sesuai hukum agama dan dicatat negara (Pasal 2).
Asasnya monogami, meski poligami dapat diizinkan pengadilan dengan
alasan dan persetujuan tertentu (Pasal 3).

b. Menurut KHI Bab | Pasal 1, perkawinan merupakan akad yang kuat
(mitsagan ghalizhan) untuk menaati Allah dan termasuk ibadah. Pasal 2
menjelaskan bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai hukum Islam dan
sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974.%7

c. Instruks Presiden dan Surat Edaran Menteri Agama memberikan arahan
teknis serta administratif terkait pelaksanaan aturan perkawinan di

Indonesia. Beberapa aturan yang mendasarinya antara lain UU No. 1 Tahun

% H., Abdurrahman, Kompilass Hukum Idam Di Indonesia, (Jakartas CV . Akademika
Pressindo, 1995), cet, ke-2 hal. 114

27 Faishal,Faisar Ananda Arfa, Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Isam Dan Hukum
Positif Di Indonesia Jurnal Perkawinan, Nomor 3, (20 Juli 2025) hal 22.
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1974 tentang Perkawinan, UU No. 16 Tahun 2019 sebagai revisinya, serta
PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Peraturan
tersebut menjelaskan detall mengenai prosedur pencatatan nikah,
persyaratan dokumen, tempat pencatatan, serta tata cara akad nikah dan
itsbat nikah.

2. Dasar Hukum Perkawinan di tinjau Dalam Hukum Islam sebagai berikut:

a Surah An-Nisaayat 3:
e eliall fa 381 Cila Lo 3ASIE il ) glandl 1 28R g
BRI e e 1 s ) 0 5 28
Artinva: "maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu
senangi: dua, tigs atau empat. namun jika kamu takut tidak dapat
berlaku adil maka cukup (nikahilah) seorang saja atau hamba

sahava perempuan yang kamu maliki™,

b. Surah An-Nur ayat 32

'..'r { i 4 [ -3 X .-I! 11 1 1 .
Pass o) aSdla g aSile fe Jpallall p aSia a1 | RS0
PO SRR U6 B PE T PEL A

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang vang masih membujang
i antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dar

hamba-hamba sahayamu vang laki-laki dan perempuan.™

C. Surah An-Nisaayat 25
Loyl ibia fall iadall <80 1Y gl aka i Al a g
P

Artinva: “Dan barangsiapa di antara kamuo tidak mempunyai
biaya untuk memkah perempuan merdeka vang beriman, maka
{(dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dan hamba
sahava vang kamu miliki”

d. Dasar hukum perkawinan dari hadits dijelaskan sebagai berikut:

j_m:ﬁ a4 iz ';.uf&'_ ; i;l.ﬁ'l A Eun..n..."“ b o enladll Ena

§la g AL A0 o goally adlad el al Fpa g o all ey sl
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Artinva: “Wahai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu
mampu  kawin, hendaklah dia kawin, karena sesungouhnya
perkawinan 1fu akan memejamkan mata (terhadap orang wvang
tidak halal dilihatnnya) dan akan memecliharannya dan godaan
syahwat dan barang siapa yang tidak mampu kawin hendaklah
dia puasa, karena dengan nafsy birahinya terhadap perempuan
akan berkurane”. (HR. Bukhari )™

Perkawinan merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan manusia yang
tidak dapat diabaikan oleh individu yang berpikir rasiona. Para ulama telah
mengklasifikasikan status hukum perkawinan menjadi beberapa kategori
berdasarkan kondisi dan situasi individu.?:

1. Wajib
Hukum menikah berubah menjadi wajib bagi individu yang memenuhi
dua kriteria: pertama, keyakinan akan ketidakmampuan menjaga kesucian diri
meskipun telah berpuasa, disertai kekhawatiran akan terjatuh pada perbuatan
haram jika tidak menikah; kedua, memiliki - kemampuan untuk melaksanakan
kewajiban perkawinan seperti memberikan nafkah lahir batin, membayar
mahar, dan memenuhi hak-hak istri. Dalam kondisi demikian, perkawinan
diwajibkan sebaga bentuk preventif dari kemaksiatan..
2. Haram
Hukum perkawinan berubah menjadi haram bagi individu yang memiliki
keyakinan kuat akan menyebabkan kerugian atau bahaya bagi pasangannya.
Kondis ini mencakup berbagai situasi seperti: (1) menderita penyakit menular
seksual, (2) ketidakmampuan memenuhi kewajiban sebagai suami, atau (3)
keyakinan tidak mampu berlaku adil dalam kasus poligami. Larangan ini
didasarkan pada prinsip sadd adz-dzari'ah (pencegahan kemudharatan)..
Apabila terjadi konflik antara kewajiban menikah dan larangan

melaksanakannya, seperti pada kasus seseorang yang di satu sisi khawatir

28 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail a-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar Thug
an-Najah, 2002), jil. 9, no. hadits 5066, Hal. 102.

29 Ibnu Rusyd, Bidayah a-Mujtahid wa Nihayah a-Mugtasid (Cet. |; Syriaz Resalah
Publishers, 2015), hal. 372.
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akan terjatuh dalam perzinaan namun di sis lain menyadari potens
kedzaliman terhadap pasangan, maka para ulama menetapkan keharaman
perkawinan dalam kondis tersebut. Ha ini berdasarkan prinsip fikih bahwa
ketika bertemu antara yang hala dan haram, maka yang haram harus
didahulukan untuk dicegah.*.
3. Makruh
Status makruh berlaku bagi perkawinan seseorang yang berada dalam
kondisi: memiliki kekhawatiran akan terjatuh dalam kemaksiatan namun
masih mampu mengendalikan diri, dan memiliki keraguan terhadap
kapasitasnya dalam memenuhi kewagjiban perkawinan seperti penyediaan
nafkah dan penerapan mu'amalah yang baik terhadap pasangan.
4. Sunnah
Mayoritas ulama (jumhur) berpendapat bahwa perkawinan bersifat
mustahab (dianjurkan) bagi individu yang memenuhi tiga kriteria: (1) tidak
memiliki kekhawatiran akan terjatuh dalam perbuatan terlarang, (2) memiliki
kemampuan untuk menjaga kesucian diri, dan (3) telah memenuhi persyaratan
kemampuan untuk menikah. Sementara dalam perspektif mazhab Syafi',
kondis tersebut hanya mengakibatkan hukum mubah (boleh) bukan sunnah.
Ulama sepakat menganjurkan perkawinan bagi mereka yang telah
memenuhi syarat kemampuan, kecuali bagi orang-orang yang disibukkan
dengan amal-amal ibadah atau pengkajian ilmu-ilmu agama. Pertimbangan ini
didasarkan pada fungsi perkawinan sebagai sarana penjagaan moral dan
pencegahan dari perbuatan tercela.!
2.3 Rukun dan Syarat Sah Perkawinan
Rukun dan syarat adalah komponen utama yang menentukan sah atau
tidaknya suatu peristiwa hukum, termasuk perkawinan. Walaupun sama-sama
wajib, keduanya berbeda secara konsep. Dalam perkawinan, rukun dan syarat

harus dipenuhi karena jika tidak lengkap maka perkawinan tidak sah. Rukun

30Wahbah Zuhaili, Figh Al-Idami wa Adillatuhu (Jakarta : Gema Insani, 2011) hal. 37.
8L Tim ulinnuhama had aly an-nur, Figih Munakahat, hal. 21.
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merupakan unsur yang melekat dalam hakikat perkawinan, sedangkan syarat
berada di luar unsur tersebut. Beberapa syarat berkaitan langsung dengan rukun,
sementara yang lain berdiri sendiri sebagai aturan tambahan.

Unsur tersebut merupakan komponen dalam suatu perkawinan melipuiti
pasangan calon mempelai (pria dan wanita), prosesi akad nikah, kehadiran wali
nikah yang mewakili pihak perempuan, serta dua orang saks yang menyaksikan
jalannya akad tersebut.

1. Rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:
a. Calon mempelai laki-laki.
b. Calon mempelai perempuan.
c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan.
d. Duaorang saksi.
e. ljab yang dilakukan oleh wali dan gabul yang dilakukan oleh suami.

UU Perkawinan hanya mengatur syarat perkawinan yang berkaitan
dengan unsur rukun, sedangkan KHI Pasal 14 secara tegas menetapkan rukun
perkawinan menurut mazhab Syafi’ I, tanpa memasukkan mahar sebagai
rukun,

Dalam hukum perkawinan, para ulama memiliki perbedaan pendapat
mengenai mana yang termasuk rukun dan mana yang menjadi syarat.
Perbedaan ini tidak mendasar, melainkan karena perbedaan cara memandang
hakikat perkawinan. Meski begitu, semua ulama sepakat bahwa unsur penting
dalam perkawinan adalah adanya akad, calon suami, calon istri, wali dari
mempelai perempuan, saksi, serta mahar atau mas kawin.

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan sebagai ikatan hukum yang
terbentuk melalui akad. Karena itu, rukun nikah menurut mereka hanya ijab
dan gabul. Sementara saks dan mahar dianggap sebagal syarat sah
perkawinan, bukan termasuk rukunnya.

2. Ulama Hanafiyah membagi syarat itu kepada:

32 Tim ulinnuhama had ay an-nur, Figih Munakahat, hal. 60
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a. Syuruth al-in' igad berarti syarat-syarat yang menjamin sahnya akad
nikah. Karena akad adalah pusat dari perkawinan, maka syarat ini wajib
dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, akad menjadi batal secara hukum.
Contohnya, pihak yang menikah harus memiliki kecakapan hukum.

b. Syuruth al-shihhah merupakan syarat sah perkawinan, misanya adanya
mahar. Tanpa syarat ini, perkawinan tidak sah secara hukum.

C. Syuruth al-nufuz adalah syarat keberlangsungan perkawinan. Jika tidak
terpenuhi, akad menjadi fasad, contohnya wali akad harus orang yang
berwenang.

d. Syuruth al-luzum adalah syarat kepastian perkawinan. Jika terpenuhi,
perkawinan tidak bisa dibatalkan; jika belum, perkawinan dapat

dibatal kan, misalnya kesekufuan antara suami dan istri.*

2.4 Pengertian Bimbingan Perkawinan

Bimbingan berasal dari kata Inggris guidance (to guide), yang berarti
menuntun ke arah kehidupan yang lebih baik sesuai tujuan.>

Menurut Walgito, definiss bimbingan adalah sebagai suatu proses
pemberian bantuan sistematis yang diberikan kepada individu maupun kelompok
guna menyelesaikan masalah aktual maupun antisipatif, dengan tujuan akhir
mencapal kehidupan yang segjahtera dan bermakna.

Prayitno dan Amti menjelaskan bahwa bimbingan adalah bantuan dari
orang yang ahli agar seseorang bisa mengembangkan kemampuannya secara
mandiri, dengan memanfaatkan potens diri, fasilitas yang ada, dan tetap sesuai
norma.

Menurut Surya, bimbingan adalah proses bantuan sistematis dari
pembimbing kepada individu untuk mencapai kemandirian, pengembangan diri

optimal, dan penyesuaian dengan lingkungan.®

33 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Figh Al-1sami wa Adillatuh, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), cet ke-3,
hal .29.

3 Agus Riyadi, Bimbingan Bimbingan Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga
Sakinah (Y ogyakarta: Ombak, 2013), hal. 70.
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Bimbingan dapat dipahami sebagai proses bantuan terstruktur yang
berkesinambungan untuk mengembangkan potens individu agar mampu
mengatas persoalan hidupnya.

Pranikah berasal dari kata pra (sebelum) dan nikah (perjanjian antara pria
dan wanita untuk bersuami istri).*® Maka, yang dimaksud dengan “pranikah”
adalah merujuk pada periode sebelum dilangsungkannya akad nikah antara dua
insan berbeda jenis kelamin, dimana pada fase ini mereka mempersiapkan diri
untuk membentuk keluarga yang sah secara hukum positif dan sesuai dengan
norma-norma agama yang diakui.

Tujuan utama Bimbingan Perkawinan adalah memberikan pendampingan
kepada pasangan untuk mencegah timbulnya berbagai persoalan rumah tangga,
sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan dan menikmati keharmonisan dalam
kehidupan berumah tangga, Dalam perspektif Islam, Bimbingan Perkawinan
merupakan proses asistenss yang bertujuan memandu individu dalam
mengimplementasikan prinsip-prinsip syariat dalam kehidupan berkeluarga, guna
mewujudkan keselarasan dengan ketentuan llahiah dan mencapa kebahagiaan
yang bersifat duniawi maupun ukhrawi..>’

Bimbingan Perkawinan merupakan sub-sistem dari bimbingan keluarga
yang komprehensif. Secara konseptual, bimbingan keluarga merupakan
intervens psiko-edukatif yang bertujuan memampukan individu - baik sebagai
pemimpin maupun anggota keluarga - untuk: (1) membangun keutuhan dan
keharmonisan keluarga, (2) mengoptimalkan kapasitas diri secara produktif, (3)
beradaptas dengan perubahan dinamika keluarga, serta (4) berkontribusi aktif
dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga.®

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bimbingan

Perkawinan merupakan proses pendampingan sistematis bagi calon pasangan

3 Agus Riyadi, Bimbingan Bimbingan Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga
Sakinah, hal. 70.

36 Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online. ( 02 Juni 2025).

37 Agus Riyadi, Bimbingan Bimbingan Perkawinan: Dakwah daam Membentuk Keluarga
Sakinah (Y ogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI), 2013), hal. 72

% Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remgja (Bandung: PT. Remagja
Rosdakarya, 2006), hal. 12
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suami-istri yang bertujuan untuk: mempersiapkan kesiapan mental dan spiritual,
mengembangkan kompetens resolusi konflik, membentuk keterampilan
pengelolaan rumah tangga sesuai syariat Islam, dengan hasil terwujudnya
kel uarga sakinah yang berkelanjutan..*®

2.5 Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Nomor DJ.11/379 Tahun 2018, kewenangan penyel enggaraan kursus pranikah dan
kursus calon pengantin secara resmi berada di bawah tanggung jawab Badan
Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berkedudukan
di Kantor Urusan Agama (KUA).

Penerbitan regulas mengenai Bimbingan Perkawinan mencerminkan
perhatian pemerintah terhadap maraknya kasus perceraian dan kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT) di Indonesia. Dalam konteks ini, sertifikat berfungs
sebagal dokumen resmi yang membuktikan partisipas dan kelulusan seseorang
dalam program kursus pranikah

Faktanya di lapangan, masih banyak pasangan muda yang belum
sepenuhnya memahami dan mengerti-apa yang harus dilakukan dalam sebuah
perkawinan.*® Minimnya pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar kehidupan
berumah tangga mendorong Kementerian Agama untuk menerbitkan regulas
yang mewajibkan penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan. Melalui programini,
calon pasangan suami-istri akan memperoleh bekal pengetahuan esensia dan
kompetens praktis dalam mengelola rumah tangga..*

Landasan yuridis yang menjadi pijakan penyelenggaraan Bimbingan
Perkawinan bagi calon pasangan pengantin meliputi:

1. UUNomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 mendefinisikan perkawinan sebagai suatu

ikatan holistik antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan suami-istri,

3 Depertemen Agama RI, petunjuk teknis pembinaan Gerakan keluarga sskinah (Jakarta,
2019), hal.23.

40 Hasil Wawancara dengan H.M.Luthfi, S.Ag, M.Pd. sdlaku Kepala KUA Kec. Sirampog,
Kab. Brebes padatanggal. 26 Juni 2025
41 Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hal.
181.
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dengan tujuan utama membentuk unit keluarga yang sgahtera dan
berkel anjutan berlandaskan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa..*

2. Kompilas Hukum Islam (KHI) Pasal 2 mendefinisikan perkawinan dalam
perspektif Islam sebagai suatu akad sakral (mitsagan ghalidzan) yang
memiliki dimens ibadah melalui ketaatan kepada perintah Allah SWT. Lebih
lanjut, Pasal 3 KHI menegaskan bahwa tujuan fundamental perkawinan adalah
terwujudnya keluarga yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta), dan
warahmah (penuh rahmat)..*

3. Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Administras
Pencatatan Nikah pada Pasal 2 Ayat (1) Huruf ¢ menetapkan bahwa salah satu
kewenangan pokok Kepala KUA adalah melaksanakan program pembinaan
meliputi:Pengembangan kapasitas penghulu Pembentukan keluarga sakinah,
Penguatan ibadah sosial, Sertifikasi pangan halal, Pengelolaan kemitraan,
Pengadministrasan zakat dan wakaf, Penyelenggaraan ibadah haji,
Peningkatan kesgahteraan keluarga, selaras dengan kebijakan Dirjen Bimas
Islam dan regulasi perundang-undangan terkait..

Pasal 18 Ayat (3) menetapkan kewajiban bagi calon mempelai untuk
mengikuti program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Badan
Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) setempat
minimal 10 hari sebelum dilaksanakannya akad nikah oleh penghulu atau
petugas yang berwenang..**

4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat |slam Nomor 373 Tahun
2017 dan Nomor 379 Tahun 2018 merupakan regulas teknis yang memuat
pedoman operasional penyelenggaraan program Bimbingan Perkawinan..

5. Amandemen Undang-Undang Perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019

terhadap UU No. 1 Tahun 1974

42 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

4 Departemen Agama. Kompilass Hukum Isam di Indonesia, Direktorat Pembinaan
Peradilan Agama |Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan |dam Departemen Agama, 2001.

4 K eputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah.
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UU No. 10 Tahun 1992 mengatur perkembangan kependudukan dan
pengembangan keluarga sgjahtera.
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
UU Penghapusan KDRT (UU No. 23 Tahun 2004).
Inpres No. 9 tahun 2000 mengatur Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Nasiona.
Keppres Rl No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan
Perdagangan Perempuan dan Anak.
Perpres No. 20 Tahun 2008 mengatur kedudukan, kewenangan, peran,
struktur, dan mekanisme kerja kementerian negara. Kepmenag No. 3 Tahun
1999 menetapkan Gerakan Keluarga Sakinah.
Kepmenag No. 480 Tahun 2008 mengubah Kepmenag No. 373 Tahun 2002
tentang struktur organisas dan prosedur kerja Kanwil Kemenag Provins
serta Kemenag Kabupaten/K ota.
PMA No. 10 Tahun-2010 mengatur struktur organisasi dan mekanisme kerja
Kementerian AgamaRl.
Regulasi Menteri Agama No. 34/2016 ini menetapkan ketentuan tentang
struktur kelembagaan dan mekanisme kerja operasional seluruh Kantor
Urusan Agama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia..
SE Mendagri No. 4005/54/111/Bangda mengatur implementasi Program
Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379/2018 mengatur panduan teknis
bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebelum pernikahan.
Adapun dasar hukum islam dalam Bimbingan Perkawinan adal ah:

Dijelaskan dalam Firman Allah Swt dalam QS An-Nisa ayat I
e a5 Bl s el [ BSEA 252 255 5 1381 Gl Ll

Lol a1 gl 5 5 ey | B Wia ) Lagle Su g3 )
3 a8 S A G 3 pla i s 4 Bl

=

h.77

46 Kementrian Agama RI, Al Qur©an Terjemahan dan Tajwid (Bandung: Cordoba, 2019),
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Artinya; “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuban.
mu yang rtelab menciptakan kamuo dari seorang dird. dan dari
padanya, Allah menciptakan isterinva; dan darn  pada
keduanya Allah memperkembang biakken laki-laki dao
perempuan vang banyak. dan bertalwalah kepada Allab
vang dengan (mempergunakon) nama-Mva kamn saling
meminta satu sama lain. dan (pelibaralah) hubungan
silaturrahim, Sesunggubnya Allah selalu menjaga dan
mengawasi kanm™ =
Dari ayat tersebut, Allah Swt menegaskan kejadian manusia yang merupakan

hasi| ciptaannya kemudian menciptakan pasangan untuk manusia.

Selanjutnya pada QS An-Nur ayat 32:
14438 50 R e (e el s Y
pales sl 3 A0 5 Aliad Fpa G0 peiig 51 i
Artinya ; “Nikahkanlah crang-orang yang masih membujang di
antaca kamu dan juga orang-omng yang lavak (menikah) dari
hamba-hamba sabavamm, baik laki-laki maupun perempuan. Jika
mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mercka
dengan karunia-Nya, Allah Maha leas fagi Mahs Mengetalmi™,
Ayat ini merupakan ajakan kepada seluruh kaum muslimin agar membantu
sesama untuk kawin baik dengan materi atau pendidikan atau bimbingan, supaya

mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan pebuatan haram

lainnya. 7.

Selanjutnya di dalam QS ar-Ruum ayat 21:

A Jan g Ll 1 350 Lo 3 Sl (5 81 A B 4 g
D358 8 i ol b g A 5585
Arinya:"Dan di antara tanda-tanda keluasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmn istri- istrl dard jenisimu sendird, supava
kammu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-
Nya diantaramwo rasa kasih dan savang. Sesungguhnoya pada
yvang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum
yang berfikir®,
Firman Allah tersebut mengungkapkan kebesaran-Nya dalam

menciptakan manusia berpasang-pasangan serta menganugerahkan perasaan

47 M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah,Pesan, Kesan dan Keserasian Alqu“an (Cet. I ; Jakarta:
Lentera Hati, 2000), hal. 335.
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kasih dan sayang agar mereka saling mengasihi. Guna mewujudkan penyatuan
dua sifat dasar manusiawi ini, ISlam menetapkan institusi perkawinan sebagai
solusi. Melalui perkawinan yang sah, manusia dapat mengekspresikan dorongan
seksual secara bermartabat sekaligus menemukan ketentraman bersama
pasangan. Dengan demikian, relasi antar gender diatur secara mulia melalui akad
nikah yang sah.
Sedangkan dari hadis dijelaskan sebagai berikut:
G| A3 oz 5 Jadi el aSka £ UEL (pa o dBD paal

AR LT R, [ T, T TR ’.'I'! = I
EL.‘_"._I;*’-J ﬂ“jjia_j.uw.,@&mﬁ.gﬁ:l,_mj :h,"}'ill_p.aalj _}-.a.:L
Artinya:"Wahal sekalian pemada, barang siapa diantars kamm

mampt kawin, hendaklah dia kawin, karena sesungmulinya
perkawinan itu akan memejamkan mata (terhadap orang yang
tidak halal dilibatnnya) dan akan memeliharannya dan godaan
syahwat dan barang siaps vang tidak mampu kawin hendaklah
dia puasa. karena dengan nafsu birahinsa terhadap perempuan
akan berkurang”. (HE. Bulthari*®

2.6 Tujuan Bimbingan Per kawinan

Implementas Bimbingan Perkawinan oleh Kementerian Agama memiliki
tujuan strategis untuk memperkuat ketahanan keluarga melalui realisas konsep
keluarga sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (penuh rahmat).
Program ini dirancang untuk memberikan kompetens holistik meliputi:
pengetahuan tentang pengelolaan rumah tangga, kesadaran kolektif dalam
berkeluarga, keterampilan resolusi konflik, penguatan komitmen perkawinan,
serta kecakapan hidup dalam menghadapi tantangan global. Ha ini
dilatarbelakangi oleh pemahaman bahwa keluarga yang tangguh merupakan
fondasi utama ketahanan nasional..*® Faktor-faktor yang mendasari urgens
penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan meliputi=°
1. Setiap individu memiliki keunikan tersendiri baik secara fisiologis maupun

psikologis, termasuk dalam cara merasakan dan berpikir. Perbedaan

48 Muhammad Fu’ad Abd a-Bagi , Al-Jami’ al-Sahih al-Mukhtasar, (Beirut: Dar 1bn Kasir,
2002) Hal. 410.

4 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Isam Nomor 379 Tahun 2018
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

%0 Bimo Walgito, Bimbingan dan Bimbingan Perkawinan (Y ogyakarta: Andi, 2004), hal.7.
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karakteristik ini menyebabkan tidak semua orang mampu menyelesaikan
masalahnya sendiri, sehingga membutuhkan pendampingan dari pihak lain
untuk membantu menganalisis dan menemukan solusi.

2. Perkawinan pada hakikatnya merupakan upaya pemenuhan kebutuhan
psikologis dan emosiona individu. Namun dalam praktiknya, banyak
pasangan yang mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dan memenuhi
kebutuhan pribadi maupun kebutuhan bersama dalam rumah tangga.,

3. Manusia sebagai makhluk yang terus berevolus secara dinamis seringkali
mengalami fase perkembangan yang kompleks. Proses transformas ini
terkadang menimbulkan kesulitan pemahaman bagi pasangan hidupnya..

4. Dinamika perubahan sosial yang mencakup transformasi dalam bidang
politik, ekonomi, industri, serta pergeseran nilai-nilai budaya secara
signifikan membentuk pola pikir dan perilaku individu baik secara personal
maupun dalam konteks kemasyarakatan..

Tujuan Bimbingan Perkawinan dalam |slam diamtaranya adal ah:>*

1. Memberikan pendampingan dalam menyelesaikan berbagai persoalan
rumah tangga yang muncul, meliputi::
a. Memberikan pemahaman komprehensif mengenai hakikat dan
magasid al-nikah (tujuan perkawinan) dalam perspektif syariat Islam.
b. Menjelaskan secara rinci ketentuan-ketentuan syar'i yang menjadi
prasyarat sahnya sebuah ikatan perkawinan.
c. Membantu melakukan self-assessment terhadap kesiapan psikologis,
spiritual, dan finansial dalam membina rumah tangga.

2. Memberikan pendampingan dalam menyelesaikan berbagai persoalan
rumah tangga melalui beberapa pendekatan, seperti::
a. Membimbing individu dalam mengidentifikas dan memahami akar

permasalahan yang dihadapinya

b. Memfaslitas pemahaman menyeluruh tentang konteks sosial,

51 Agus Riyadi, Bimbingan Bimbingan Perkawinan: Dakwah daam Membentuk Keluarga
Sakinah (Y ogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI), 2013), hal.74.
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keluarga, dan situasi personal.
c. Mengarahkan pada pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-
nilai syariah dalam menyelesaikan masalah..

3. Memberikan pendampingan kepada pasangan suami istri untuk
Mempertahankan keharmonisan rumah tangga, Mengembangkan
kualitas hubungan perkawinan, melalui beberapa strategi, antara lain:
Mempertahankan stabilitas rumah tangga pasca penyelesaian masalah
dengan tujuan mencegah terulangnya persoalan serupa di masa depan.

2.7 Teori Madahah dalam Bimbingan Perkawinan di Indonesia
1. Definis Madlahah
Maslahah bermakna kebaikan atau manfaat. Dalam figh, ia disebut juga
maslakat mursalah atau istisdah, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan
langsung oleh syara’; namun bila dilakukan akan membawa kebaikan besar.>?
1. Dalam perspektif terminologis, para ahli ushul figh memiliki beragam definisi
tentang madahah. Imam a-Ghazali mendefiniskannya sebagai upaya
menjaga dan merealisasikan maqasid al-syari’ah yang meliputi perlindungan
terhadap lima aspek fundamental: agama (din), jiwa (nafs), akal (‘aql),
keturunan (nad), dan harta benda (mal). Secara magasid syariah Adalah
Secara istilah, konsep maslahah menurut a-Ghazali merujuk pada upaya
preservas dan aktualisas tujuan-tujuan syariat (magqasid a-syari'ah) yang
mencakup lima kebutuhan dasar manusia: perlindungan agama, keselamatan
jiwa, pemeliharaan akal, kelangsungan keturunan, dan pengamanan harta.>
2. Dasar hukum masahah

Syariat Idlam yang ditetapkan oleh Allah SWT senantiasa mengandung

hikmah dan manfaat bagi kehidupan umat manusia di dunia, sebagaimana

telah dinyatakan secara eksplisit dalam firman-Nyadi dalam Al-Qur'an:

52 Agus Hermanto, “ Konsep Madahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer Di (Studi
Komparatif Al-Tufi Dan Al-Ghazali),” Al- Adalah 14, 2 2017, (19 agustus 2025): 435-436..

5 Asmawi, “ Konseptualisas Teori Madahah,” Salam; Jurnal Filsafat Dan Budaya
Hukum, 2014, , (19 agustus 2025): 314.
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Eatakanlah: "hienpurus wrusan mereka secara patut adalah baik.
dan jika lamu menggauli mercka, maka mereka adalah
sandatamu  dan  Allah mengetalini  siapa vang membuat
kerusaken dari vang mengadakan perbaikan, —Dan jika Allah
menghendaki, niscava Dia dapat mendatangkan  kesulitan
kepadamu. Sesunggubnya  Allab Maba Perkaza lagi Maha

Bijaksana”

3. Syarat maslahah

Al-Ghazali mengemukakan beberapa kriteria maslahah,

yaitu:

1

Kemaslahatan harus bersifat daruriyah (mencakup kebutuhan
dasar). Jika kemaslahatan tersebut bertujuan untuk menjaga
kebutuhan pokok, maka madlahah dapat diterapkan.

Kemaslahatan harus bersifat pasti, bukan sekadar perkiraan.
Apabila tidak ada kepastian bahwa hal tersebut mengandung

kemadl ahatan, maka maslahah tidak boleh digunakan.

30
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3. Kemadahatan harus bersifat universal, artinya berlaku untuk
semua orang, bukan hanya terbatas pada kelompok atau
individu tertentu.

4. Kemaslahatan harus selaras dengan magqasid syari'ah (tujuan
utama pensyariatan hukum Islam.>

4. Macam-macam Maslahah

Konsep maslahah dalam perspektif syariat tidak semata-
mata bersandar pada pertimbangan rasona dalam menentukan
baik-buruknya suatu hal, juga bukan hanya karena kemampuannya
memberikan manfaat atau mencegah mudarat. Lebih mendasar dari
itu, suatu hal yang dinilai baik secara akal harus pula selaras dengan
ketentuan syariat dalam penetapan hukum, khususnya dalam rangka
menjaga lima unsur kehidupan (al-daruriyyat al-khamsah).
Kekuatan maslahah diukur dari tujuan syara® terkait lima pokok
kehidupan manusia—agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—serta
tingkat kebutuhan manusia terhadapnya.

Dalam perspektif kekuatan argumentasinya sebagai dasar
penetapan hukum, maslahah dapat diklasifikasikan menjadi tiga
jenis::

1) Maslahah daruriyah adalah kebutuhan yang mutlak harus ada
agar manusia bisa hidup, baik untuk urusan agama maupun
dunia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kehidupan
manusia akan kacau. Kebutuhan daruriyah disebut juga
kebutuhan primer, artinya sesuatu yang harus dipenuhi agar

hidup manusia tetap berjalan sempurna. Yang termasuk dalam

5 Agus Hermanto, “ Konsep Madahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer Di (Studi
Komparatif Al-Tufi Dan Al-Ghazali),” Al-" Adalah 14, 2 2017, (19 Agustus 2025): 163-164.

%5 Musda Asmara dan Reti Andira, “ Urgensi Taak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif
Maslahah,” Al Istinbah Jurnal Hukum Islam 3 (19 Agustus 2025): 217.
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tingkat daruriyah adalah: agama, jiwa, aka, harta, dan
keturunan.®®

2) Madahah hajiyah merupakan bentuk kemaslahatan sekunder
yang berfungs sebagai penyempurna kemaslahatan primer.
Keberadaannya berupa berbagai keringanan yang bertujuan
untuk menjaga dan meindungi kebutuhan dasar manusia,
sebagaimana contohnya kewagjiban menuntut ilmu agama demi
menegakkan sendi-sendi keagamaan.

3) Madahah tahsiniyah Kemadlahatan ini bersifat komplementer,
berupa fleksibilitas yang berfungs  menyempurnakan
kemasl ahatan pokok sebelumnya. Contoh implementasinya dapat
dilihat pada kewajiban mempelgari ilmu agama demi
menegakkan sendi-sendi keagamaan.

Adapun maslahah di tinjau dari magasid shari‘ah itu sesuai
dengan lima unsur pokok magasid shari‘ah.

Secara etimologis, istilah magasid shari‘ah tersusun dari
dua komponen kata. Pertama, ‘'magasid’ sebagal bentuk jamak dari
'magshud’ yang bermakna tujuan atau maksud. Kedua, 'shari'ah’
secara bahasa berarti sumber air atau aliran sungai yang dilalui air.
Metafora syariat Idam sebagai aliran air mengandung makna
filosofis bahwa siapa yang mengikuti syariat, jiwanya akan
mengalir jernih sebagaimana air. Sebagaimana air menjadi sumber
kehidupan bagi flora dan fauna, syariat pun menjadi sumber nutrisi
spiritual bagi jiwa manusia.®’

Magasid shari'ah secara konseptual merujuk pada tujuan-
tujuan substantif dan nilai-nilai filosofis yang menjadi dasar

penetapan hukum Idam. Esensnya mencakup berbagai

%6 Hendri Hernawan Adinugraha dan Mashudi, “ Al-Madahah Al-Mursalah Dalam Penentuan
Hukum Isam,” Jurnsal IImiah Ekonomi Islam (19 Agustus 2025): 66

57 Hajar M, “ Magasid A-Syariah Dan Urgensinya Dalam Melaksanakan ljtihad,” Jurnal
Hukum Dan HAM Menegakkan Kebenarandan Keadilan 1, 2004 (19 Agustus 2025): 24.
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kemaslahatan hakiki yang ingin dicapai melalui implementas
syariat, sekaligus merepresentasikan hikmah, prinsip, dan nilai-nilai
fundamental yang melandasi setiap ketentuan hukum.>®

Dalam perspektif hukum Islam, lima prinsp dasar (ushul al-

khamsah) termasuk dalam kategori kebutuhan pokok (maslahah a -
daruriyah). Oleh karena itu, perlindungan terhadap kelima unsur
tersebut bersifat imperatif dan wajib dilaksanakan.

1. Pemeliharaan Agama (Muhafdzah al-Din)

Agama merupakan kebutuhan fundamental dan esensial bagi
manusia, sehingga pelestarian dan pemeliharaan
kemadahatannya menjadi suatu keharusan. Implementas
konkret dalam menjaga agama dapat diwujudkan melalui
pelaksanaan syariat yang selaras dengan prinsip-prinsip akidah
yang benar.

2. Pemeliharaan Jiwa (Muhafdzah al-Nafs)

Jwa menempati posisi sebagai kebutuhan primer yang wajib
dilindungi. Oleh karena itu, segala bentuk upaya yang berfungs
untuk memelihara eksistens jiwa memiliki status hukum wajib,
sebagaimana kebutuhan dasar akan pangan yang esensial untuk
menjaga kelangsungan fiskk manusia.

3. Pemeliharaan Akal (Muhafdzah al-’ Aql)

Akal merupakan karunia llahi yang memungkinkan manusia
menjaankan perannya sebagai khalifah di bumi. Dalam
kerangka ini, pemeliharaan akal menjadi prasyarat fundamental
untuk mencapai kemaslahatan hidup. Implementasi konkretnya
dapat berupa abstinens dari konsumsi minuman keras dan

narkotika yang dapat merusak fungs kognitif..

%8 Abdul Helim, Magasid Al-Shari’ ah Versus Ushul Al-Figh (Konsep Dan Posisinya Dalam
Metodologi Hukum Islam) (Y ogyakarta: Pustaka Pelgjar, 2019), hal :7.



4. Pemeliharaan Keturunan (Muhafdzah al-Nad / al-Nasb)

Keturunan memiliki posisi  strategis sebagai generas
penerus sekaligus penjaga kehormatan keluarga. Dalam
perspektif syariah, 1slam menetapkan prinsip-prinsip keturunan
yang sah melalui: Pewajiban perkawinan yang sah secara agama
dan negara, Pelarangan mutlak praktik perzinaan, Penetapan
hukum wajib bagi pemeliharaan nasab, Hal ini dimaksudkan
untuk  menjamin  kemurnian  garis  keturunan  dan
keberlangsungan generasi yang berkualitas.

5. Pemeliharaan Harta (Muhafdzah al-Mal)

Secara ontologis, seluruh kekayaan material di alam semesta
merupakan hak mutlak kepemilikan Allah SWT, sementara
kepemilikan manusia bersifat relatif dan temporal sebagai
amanah yang akan dipertanggungjawabkan eskatologis.
Konsekuensinya, - pengelolaan harta -harus mengacu pada
parameter syariat Islam sebagal bentuk pertanggungjawaban
ilahiyah..*

Konsep maslahah tentang Bimbingan Perkawinan di Indonesia dapat
diartikan sebagal upaya untuk mencapal kebaikan dan kemanfaatan bagi
pasangan suami istri dan keluarga dalam konteks perkawinan. Dalam Bimbingan
Perkawinan, madahah dapat diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip-
prinsip dasar syariat |slam dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Program Bimbingan Perkawinan di KUA Sirampog dapat dikategorikan
ke dalam dua jenis madahah:

1. Maslahah Hajiyah (K ebutuhan Sekunder)

yaitu Kemadlahatan yang berfungsi untuk menghilangkan kesulitan

dan menyempurnakan kebutuhan primer (daruriyah), meskipun jika tidak

terpenuhi tidak sampai mengancam eksistens lima kebutuhan pokok.

9 Abdul Helim, Magasid Al-Shari’ ah Versus Ushul Al-Figh (Konsep Dan Posisinya Dalam
Metodologi Hukum Islam).hal 27.
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Sedangkan Penerapan dalam Bimbingan Perkawinan yaitu program
bimbingan ini dipandang sebagai kebutuhan sekunder yang
menyempurnakan tujuan primer perkawinan itu sendiri (yaitu membangun
keluarga yang sah dan terlindungi secara daruriyah). Bimbingan perkawinan
menyempurnakan dan memudahkan tercapainya keluarga sakinah dengan
memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan untuk mencegah konflik,
mengelola keuangan, dan memahami hak serta kewajiban. Tanpa bimbingan
ini, perkawinan tetap sah, tetapi riskonya untuk tidak mencapai tujuan
"sakinah, mawaddah, warahmah" menjadi Iebih tinggi.

2. Madahah Tahsiniyah (K ebutuhan Pel engkap/Penyempurna)

Yaitu kemadahatan yang bertujuan untuk mencapa nilai-nilai
keluhuran, kesopanan, dan hal-hal yang dipandang baik dalam kehidupan
masyarakat.

Sedangkan Penerapan dalam Bimbingan Perkawinan yaitu Program
ini juga berfungs sebagai tahsiniyah karena ia meningkatkan kualitas dan
keharmonisan hidup berkeluarga di atas level dasar. Materi-materi seperti
komunikas yang efektif, pola asuh anak yang islami, dan membangun
rumah tangga yang menjadi teladan bagi lingkungan (nilai kesopanan dan
keluhuran) termasuk dalam kategori ini. Bimbingan perkawinan melengkapi
kehalalan ikatan perkawinan dengan nilai-nilai akhlak yang mulia.

Program bimwin di Sirampog bersifat Hajiyah dan Tahsiniyah, karena
meskipun tidak sampai pada level daruriyah (primer), kehadirannya sangat
penting untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas tujuan perkawinan
itu sendiri, serta mencegah kerusakan (mafsadah) seperti perceraian dan KDRT.

Adapun Syarat Penerapan Madahah dalam Bimbingan Perkawinan
berdasarkan teori maslahah yang diuraikan, penerapan Bimbingan Perkawinan

memenuhi syarat-syarat berikut:
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1. Kemadahatan Harus Bersifat Hakiki dan Pasti (Qath'i), Bukan Sekadar
Dugaan (Zhanni)

Manfaat yang ingin dicapai harus nyata dan dapat diukur, bukan hanya
berdasarkan asumsi, dan juga manfaat Bimbingan Perkawinan bersifat nyata
dan terukur, yaitu:

2. Kemadahatan Harus Bersifat Umum (Kulli), Bukan Khusus (JuZi)

Yaitu manfaatnya harus dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya
untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Juga Manfaat Bimbingan
Perkawinan bersifat universal dan kolektif:

1. Bagi Individu: Mempersiapkan calon pengantin.

2. Bagi Keluarga: Mewujudkan ketahanan keluarga.

3. Bagi Masyarakat: Menekan angka perceraian dan KDRT, sehingga
menciptakan tatanan sosial yang lebih stabil dan harmonis. Program ini
terbuka untuk semua calon pengantin di wilayah Kecamatan Sirampog.

3. Kemadahatan Tidak Boleh Bertentangan dengan Nash Syara' atau Magashid
Syariah dengan cara dan tujuan yang digunakan harus selaras dengan prinsip-
prinsip dan tujuan utama Syariat |slam.

4. Kemadlahatan Harus Bersifat Daruriyah (Primer) atau Setidaknya Hajiyah
(Sekunder) yaitu masalah yang diatasi harus terkait dengan kebutuhan yang
sangat mendasar atau penting.

Seperti telah dijelaskan di atas, Bimbingan Perkawinan masuk dalam
kategori Hajiyah. la menyentuh kebutuhan sekunder yang sangat penting untuk
melindungi dan menyempurnakan kebutuhan primer perkawinan itu sendiri
(yang merupakan bagian dari hifzh al-nad). Program ini menjadi jalur untuk
mencegah kerusakan (dar'u al-mafasid) pada institus keluarga, yang merupakan
pilar masyarakat.

Dalam konteks Bimbingan Perkawinan, maslahah diterapkan untuk

melihat manfaat yang luas dari kegiatan tersebut. Bimbingan ini tidak hanya
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bermanfaat bagi calon pengantin, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat secara
keseluruhan.

Program Bimbingan Perkawinan selaras dengan magashid syariah dalam
mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Melaui bimbingan ini,
calon pasangan suami-istri dipersiapkan secara komprehensif mencakup aspek
psikologis, keagamaan, dan ekonomi guna membentuk rumah tangga yang
harmonis.

Melalui bimbingan, calon pengantin diharapkan dapat menghindari
masalah-masalah yang mungkin timbul dalam perkawinan, seperti perceraian,
kekerasan dalam rumah tangga, atau masalah ekonomi.

konsep maslahah memberikan landasan filosofis yang kuat bagi
pel aksanaan Bimbingan Perkawinan di Indonesia, menekankan pada upaya untuk
mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah kemudharatan dalam

membangun keluarga.
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BAB |11
PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA

KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN BREBES

3.1 Sgjarah berdirinya KUA

Menurut arsip NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk) yang ada pada KUA
Kec. Sirampog, Kab. Brebes terdapat catatan nikah tahun 1919, walaupun hanya
tersisa sebagian kecil sgja, hal ini menunjukan bahwa lembaga ini telah eksis
jauh sebelum Indonesia Merdeka.

Keberadaan KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes mengalami perubahan
tempat. Semula Kantor Urusan Agama berada di Dukuh Igir Bohong Desa
Mendala, menempati wilayah yang labil (rawan longsor). Alasan inilah yang
kemudian dijadikan dasar pertimbangan untuk merelokasikan KUA di wilayah
yang stabil (aman longsor). Maka, pada tahun 1995, antara pegawai KUA dengan
Guru-Guru Agama mengadakan musyawarah dan disepakati untuk melakukan
pengadaan tanah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirampog di Dukuh Gunung
Kembang Desa Manggis Kecamatan Sirampog, dan di tahun yang sama, Gedung
Bala Nikah KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes akhirnya dibangun dari dana
DIPA dan bangunanya menjadi seperti yang ada sampai sekarang.

3.2 Letak Geografis

Gedung KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes terletak di jalan Gunung
Kembang No. 21 Manggis Sirampog, dibangun tahun 1995 di atas lahan tanah
Wakaf seluas 450m2, yang terdiri dari :

1. Ruang Kepala KUA

2. Ruang Kerja Pelaksana
3. Ruang Computer /BP 4
4. Ruang Arsip

5. Ruang Balai Nikah/Aula
6. Musholla

7. Toilet



3.3 Wilayah Kerja

Batas-batas Wilayah KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes, yaitu:*°

1. Sebelah Utara : Kecamatan Tonjong/Kabupaten Tegal

2. Sebelah Timur : Kabupaten Tegal

3. Sebelah Selatan : Kecamatan Bumiayu/K ecamatan Paguyangan

4. Sebelah Barat : Kecamatan Tonjong/K ecamatan Bumiayu

3.4 Struktur Kepegawaian
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Dalam ravvngka mewujudkan pelayanan yang prima KUA Kec. Sirampog,

Kab. Brebes didukung oleh 13 Orang Pegawai, yang terdiri dari:

NO | NAMA JABATAN

1. |H. Muhammad Lutfi, S.Ag., | Penghulu Utama / Kepaa
M.Pd. KUA/PPAIW

2. | Abdurrozaqg, S.Pd.I Staf

3. | Ahmad Y usuf, S.E Staf

4. | Shofi Amran Khairani, S Ag Penyuluh Pertama

5. | Tati Fujiyatin, STh.l Penyuluh P3K

6. | Musyarofi, M.Pd Penyuluh P3K

7. | Bambang Rudiansyah, S.Pd.I Penyuluh P3K

8. | Nurkholik, S.Pd.I Penyuluh P3K

9. | Ali Murtadho, S.Pd.I Penyuluh P3K

10. | Abdul Wahid, S.Pd.| Penyuluh P3K

11. | Syaeful Mgjid Penyuluh P3K

12. | Alwan Huswi, S.Pd.| Penyuluh P3K

13. | Yayan Darmawan Penyuluh P3K

60 Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, “ Selayang Pandang Kecamatan Sirampog,” 05

Juli 2025.
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3.5Vis dan Mis

VISl " Terwujudnya pelayanan di bidang urusan agama Islam yang

berkualitas demi terciptanya Kecamatan Sirampog yang taat beragama” .

MISI :

1.

2.

Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi nikah dan rujuk.

Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengembangan keluarga sakinah serta
sosialisas produk dan makanan halal.

Meningkatkan kualitas pelayanan ibadah sosial keagamaan dan pemberdayaan
zakat, infak, dan shadagah.

Meningkatkan kualitas pelayanan kemasjidan dan pembinaan wakaf.
Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan haji dan umrah.

Meningkatkan kualitas pelayanan pembinaan ibadah sosial dan kemitraan
umat beragama.

Meningkatkan peran KUA dalam koordinasi lintas sektoral terkait urusan

agama lslam

3.6 Program kerja

Dalam melaksanakan tugas KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes

melandaskan kepada Keputusan Mentri Agama No. 75/1984 dengan rincian

sebagai berikut :

1.

Administras NR (Nikah Rujuk).

Administras NR dalam pelaksanaanya dibagi menjadi dua bagian yaitu
administras kepenghuluan dan administrasi Binwin/BP4, dengan rincian
tugas sebagai berikut:

a. Administras NR, terdiri dari :

a) Menerima pendaftaran Kehendak Nikah dan Rujuk.
b) Melakukan pemeriksaan Nikah dan Rujuk.

¢) Membuat pengumuman Nikah.

d) Melaksanakan pelayanan agad Nikah dan Rujuk.

€) Membuat surat keterangan Bawah Kawin.
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f) Menerima dan menyetorkan biaya Nikah.

g) Pembukuan biaya Nikah.

h) Penulisan buku Akta Nikah, Kutipan Akta Nikah dan pendataan cerai
dan Rujuk.

b. Administrasi Bimbingan Perkawinan atau BP4, terdiri dari :

a) Mengadakan bimbingan dan pembinaan kepada petugas.
b) Mengadakan pertemuan rutin BPA4.
¢) Mengadakan penyuluhan tentang UU No. 1 Tahun 1974 dan Inpres
No. 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam.
d) Memberikan penyuluhan tentang program pembinaan gerakan
keluarga sakinah, Tujuan umum dan khusus gerakan keluarga sakinah.
2. Administras Kemagjidan.

a. Mengadakan Bimbingan dan pembinaan di bidang Idaroh dan Imaroh dan
Riayah Magjid.

b. Mengadakan dan membagikan teks khutbah Jum’ at Idul Fitri dan Idul
Adha

c. Membentuk koperas Masjid.

d. Mengadakan gerakan Jum’ at bersih dilingkungan tempat ibadah.

e. Memberikan bantuan pembangunan (rehab) Magid, Langgar serta
Mushola

f. Mengis Khutbah Jum’ at di masjid Gunung Kembang setiap Jum’ at pon.

3. Administras Zawaibsos.

a. Mensosialisasikan UU No. 38 tentang pengel olaan Zakat.

b. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan tentang tujuan BAZ.

c. Memberikan dorongan kesadaran mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal
infag, gerakan infaq dan ibadah qurban.

d. Penyuluhan tentang manfaat sertifikat wakaf untuk masyarakat dan nadzir.

e. Memperdayakan tugas penyuluh Agama yang ber- NIP & Non-NIP.
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4. Administras Keuangan.
a. Menyetorkan biaya Nikah ke Pos dan Giro secara berkala.
b. Menerima dan menggunakan dana BPUMC dan Diks Suplemen secara
efektif dan efesien.
¢. Menerima dan menggunakan dana opersaional secara efektif dan efesien.
5. Tugas Tata Usaha

Tugas Tata Usaha di KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes, yaitu
menghimpun data-data dan laporan hasil kerja diantaranya:
a. Membuat laporan Bulanan Model A, F1 dan F2.

b. Membuat laporan Triwulan F3- sampai dengan F17.
c. Membuat laporan Semester sebagai evaluasi program.
d. Membuat laporan Tahunan.
e. Membuat dan mengisi data dinding.
f. Menata arsip dengan baik.
g. Menjilid buku Register dan NB.
h. Mengadakan pembinaan BP4 ditingkat desa.
i. Mengadakan Raker P3N satu bulan sekali atau tiga bulan sekali.
j. Berlangganan majal ah atau surat kabar.
6. Tugas Keamanan dan Pramu Kantor.

Dalam tugas ini mestinya harus dipisahkan, namun melihat kondis dan
situas keadaan di KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes dengan jumlah karyawan
yang terbatas maka kami mengangkat satu orang sebagai tenaga honorer
untuk memegang tugas tersebut. Diantara tugas tugasnya :

a. Membantu secara umum Tugas pada KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes.
b. Melaporkan tamu yang datang.
c. Menjaga keamanan kantor.

7. Kesehatan Lingkungan



Bagian ini merupakan usaha yang dilakukan untuk hasil yang
diharapkan agar dapat terciptanya pegawai yang sehat jasmani dan rohani.
Diantara program yang dilaksanakan :

a Jum’ at Bersh.
b. Olah Raga Pagi

c. Penyediaan sarana dan prasarana yang teratur.

3.7 Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes

KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes telah mel aksanakan program Bimbingan

Perkawinan sgak Januari 2020. Upaya ini merupakan bagian dari strategi

peningkatan kompetensi calon pengantin dalam membina rumah tangga, dengan

materi mencakup dasar-dasar kehidupan berkeluarga, hak dan kewajiban dalam

ikatan perkawinan, serta cara menyel esaikan konflik secara bijaksana.

Program Bimbingan Perkawinan di Kec. Sirampog mempunyai beberapa

keunggulan dalam program yang telah berjalan yaitu:*

1.

Keluarga Pra Sakinah adalah keluarga tanpa perkawinan sah yang belum
dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material, seperti iman, ibadah,
sandang, pangan, papan, dan kesehatan.

Keluarga Sakinah | adalah keluarga sah yang telah memenuhi kebutuhan
spiritual dan material dasar, tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan sosial -
psikologis seperti pendidikan, bimbingan agama, dan interaks keagamaan di
masyarakat.

Keluarga Sakinah |l adalah keluarga sah yang sudah memenuhi kebutuhan
hidup, memahami garan agama, dan berinteraks sosial-keagamaan, tetapi
belum konsisten mengembangkan iman, takwa, akhlak, serta amalan seperti
infak, zakat, dan amal jariyah.

Keluarga Sakinah 11l adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan

iman, takwa, akhlak, sosial, dan pengembangan keluarga, tetapi belum

61 Direktur Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta: Titikoma,

2017), hal. 16
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menjadi teladan bagi lingkungan.®?

Adapun bimbingan perkawinan dilaksanakan dalam satu atau dua hari,
tergantung jumlah peserta. Materi yang disampaikan meliputi komunikasi
keluarga, ekonomi rumah tangga, kesehatan reproduksi, hingga konsep sakinah,
mawaddah, dan rahmah dalam Isam. kami juga menghadirkan penyuluh agama
dan narasumber dari dinas terkait.%

Program Bimbingan Perkawinan yang diadakan KUA Kecamatan
Sirampog Kabupaten Brebes memiliki tujuan inti untuk mempersiapkan calon
mempelai dengan membekali calon pengantin dengan pemahaman dan
keterampilan yang diperlukan guna membangun rumah tangga yang harmonis,
bertanggung jawab, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman diantaranya adal ah:

1. Meningkatkan kesadaran dan persiapan mental.

Yaitu memberikan pemahaman komprehensif kepada calon pasangan
mengenai hakikat dan konsekuens hukum sebuah ikatan perkawinan,
sekaligus mempersiapkan kondis mental mereka dalam mengantisipasi
berbagal tantangan relasional dalam kehidupan berkeluarga.

2.  Membangun Komunikasi dan Relasi yang Sehat

Mengajarkan teknik komunikas efektif dalam keluarga demi mencegah

dan mengelola konflik melalui pendekatan yang konstruktif dan islami.
3. Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga

Dengan memberikan wawasan tentang pentingnya perencanaan keuangan
bersama. Mendorong sikap saling mendukung secara ekonomi antara suami
dan istri.

4. Penerapan Nilai Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah

Dalam artian menanamkan prinsip cinta dan kasih sayang dalam

kerangka ibadah. Dan menjadikan perkawinan sebagai sarana untuk saling

membina dan tumbuh dalam kebaikan.

62 Direktur bina Kua dan keluarga Sakinah, fondasi keluarga Sakinah, (Jakarta : Titikoma,
2017), hal. 16

8 Hasil Wawancara dengan H.M.Luthfi, S.Ag, M.Pd. selaku Kepala KUA Kec. Sirampog,
Kab. Brebes padatanggal. 26 Juni 2025



5. Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Tanggung Jawab Sosial
Memberikan pengetahuan dasar tentang kesehatan keluarga serta mendorong
peran aktif dalam membangun masyarakat yang sehat dan berakhl ak.
Menurut kepala KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes, proses
pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes
dirancang agar para calon pengantin tidak hanya siap secara administratif, tapi
juga matang secara emosional dan spiritual untuk memasuki jenjang
perkawinan. adapun mekanisme pelaksanaannya adalah sebagai berikut: :
1. Pendaftaran dan Jadwal
a. Calon pengantin mendaftarkan diri di KUA dan menyampaikan niat
mengikuti bimbingan.
b. Petugas KUA menginformasikan jadwal bimbingan, biasanya
disesuaikan dengan jumlah peserta dan ketersediaan pemateri.
2. Pembukaan dan Orientas
a. Kegiatan dibuka oleh Kepala KUA atau petugas penyul uh agama.
b. Disampaikan tujuan dan harapan dari kegiatan, serta tata tertib selama
sesi berlangsung.
3. Penyampaian Materi Inti Materi disampaikan dalam bentuk ceramah
interaktif, diskusi, dan studi kasus, meliputi:
a. Fikih perkawinan dan hak-hak suami istri
b. Komunikas dan penyelesaian konflik dalam rumah tangga
c. Pengelolaan keuangan keluarga
d. Kesehatan reproduks dan parenting islami
e. Nilai sakinah, mawaddah, rahmah dalam perspektif isam
4. Simulas atau Roleplay
a Peserta digak mensmulaskan dStuas rumah tangga seperti
penyusunan anggaran atau menyel esaikan perbedaan pendapat.
b. Tujuannya agar mereka lebih siap menghadapi dinamika kehidupan

berumah tangga.



5. Evaluas dan Sertifikat
a Di akhir sed, peserta mengis formulir evaluas atau menjawab
pertanyaan singkat.
b. KUA memberikan sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti
bimbingan sebagai syarat administratif untuk menikah.
6. Penutupan dan Doa Bersama
Kegiatan ditutup dengan refleksi, pesan moral dari penyuluh, dan
doa agar perkawinan yang akan dijalani diberkahi Allah SWT.

Materi pokok yang tercakup dalam program Bimbingan Perkawinan
yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Sirampog, Kab.
Brebes menurut Shofi Amran Khaerani,S.Ag. selaku Penyuluh Agama Islam
KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes menuturkan bahwa materi Bimbingan
Perkawinan di KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes mencakup berbagai aspek
kehidupan rumah tangga agar calon pengantin siap lahir dan batin menjalani
perkawinan. Berikut daftar materi yang biasanya disampaikan®*:

1. Fikih Perkawinan dan Hak Suami-Istri
a Hukum dan rukun nikah dalam Islam
b. Kewajiban dan hak antara pasangan suami-istri
c. Etika membangun rumah tangga sesuai Syariat
2. Komunikas dan Resolusi Konflik
a  Teknik komunikas efektif dalam keluarga
b. Cara menghadapi perbedaan dan menyelesaikan konflik secara
bijaksana
c. Pentingnya saling memahami dan menghargai
3. Ekonomi Rumah Tangga
a. Mang emen keuangan keluarga
b. Perencanaan kebutuhan jangka pendek dan panjang

c. Prinsip transparans dan kerja samadalam hal finansia

84 Wawancara dengan penyuluh/Narasumber/Fasilitator Bimbingan Shofi Amran Khaerani
padatanggal 03 Juli 2025.
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4. Kesehatan Reproduks dan Parenting Islami
a Pengetahuan dasar tentang kesehatan fisik dan mental pasangan
b. Persigpan menjadi orang tua yang bertanggung jawab
c. Konsep pendidikan anak berbasis nilai-nilai ISlam
5. Nilai Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah
a. Membangun keluarga penuh kasih, cinta, dan harmoni
b. Menjadikan perkawinan sebagai jalan ibadah
c. Peran spiritual dalam memperkuat ikatan keluarga
6. Tanggung Jawab Sosial Keluarga
a. Peran pasangan dalam masyarakat sebagai teladan akhlak
b. Membangun lingkungan yang mendukung ketahanan keluarga
3.8 Faktor Pendukung Dan Penghambat Bimbingan Perkawinan Di KUA Kec.
Sirampog, Kab. Brebes.

Nur kholik,S.Pd.i selaku Penyuluh Agama Idam di KUA Kec.
Sirampog, Kab. Brebes menuturkan bahwa pelaksanaan Bimbingan
Perkawinan di KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes dapat berjalan efektif berkat
sgjumlah faktor pendukung yang saling melengkapi. Berikut adalah unsur-
unsur utamayang memperkuat keberhasilan program ini®:

1. Prasarana dan Sarana yang Memada
a. Ruang pelatihan yang nyaman dan representatif
b. Peralatan presentas seperti proyektor, sound system, dan media visual
c. Ketersediaan modul dan buku panduan bimbingan yang telah dibukukan
Untuk ruang pelatihan cukup bersih dan nyaman mungkin lebih baik
bisadi sediakan AC atau kipas angin agar tidak terlalu panas.®
2. Kualitas Fasilitator dan Narasumber
a Penyuluh agama yang telah mengikuti pelatihan khusus
b. Narasumber dari dinas kesehatan, BKKBN (Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional), dan tokoh masyarakat

85 Wawancara dengan penyuluh/Narasumber/Fasilitator Bimbingan Nur kholik, pada tanggd
03 Juli 2025.
86 wawancara dengan peserta bimbingan Ahmad , padatanggal 04 Juli 2025.
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c. Kemampuan menyampaikan materi secara komunikatif dan kontekstual .
Bapak luthfi ketika menyampaikan materi itu Santai dan jelas.®’
3. Kerja SamaAntar Lembaga
a Sinergi antara KUA, dinas kesehatan, lembaga pendidikan, dan tokoh
agama
b. Dukungan dari pemerintah desa dan RT/RW dalam menjangkau calon
pengantin
c. Program terpadu seperti LESTARI dan kelas pranikah lintas sektor
4. Materi yang Terstruktur dan Relevan
a Materi telah disusun berdasarkan kebutuhan lokal dan nilai-nilai Islam
b. Topik mencakup fikih perkawinan, komunikasi keluarga, parenting, dan
kesehatan reproduksi
c. Disertal studi kasus dan simulasi agar peserta lebih memahami secara
praktis
5. Kesadaran dan Antusiasme Peserta
a. Calon pengantin yang sadar akan pentingnya bekal mental dan spiritual
b. Partisipasi aktif dalam diskusi dan simulasi
c. Refleks pribadi yang menunjukkan kesiagpan membangun keluarga
sakinah
6. Dukungan Kebijakan dan Regulasi
1. Adanya petunjuk teknis dari Kementerian Agama (misalnya Keputusan
Dirjen Bimas Idlam No. 379 Tahun 2018)
2. Sertifikat bimbingan sebagai syarat administratif perkawinan
3. Evaluas berkala untuk meningkatkan kualitas layanan
Adapun faktor yang yang menjadi hambatan bagi KUA Kec.
Sirampog, Kab. Brebes dalam menjaankan program Bimbingan Perkawinan
menurut Tati Fujiatin, S.Pd.i selaku Penyuluh Agama Idam di KUA Kec.

Sirampog, Kab. Brebes menuturkan Beberapa hambatan utama yang dialami

67 wawancara dengan peserta bimbingan Sri , padatanggal 04 Juli 2025.
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oleh KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes dalam menjalankan program
Bimbingan Perkawinan, berdasarkan hasil penelitian dan observas lapangan
diantaranya %:
1. Rendahnya Partisipasi Calon Pengantin
a. Banyak calon pengantin, baik pria maupun wanita, beralasan tidak bisa
hadir karena kesibukan kerja atau menganggap bimbingan tidak wajib.
b. Ada yang mendaftar perkawinan secara mendadak sehingga tidak
sempat mengikuti bimbingan.
2. Kedisiplinan Peserta dan Fasilitator
a. Beberapa peserta datang terlambat atau tidak mengikuti seluruh sesi.
b. Fasilitator kadang terlambat hadir, sehingga materi tidak tersampaikan
secara maksimal.
3. Sosidlisas yang Terbatas
a Informas tentang program bimbingan hanya sampai di Kasi Pelayanan
Desa, belum menjangkau masyarakat luas.
b. Akibatnya, banyak warga belum memahami pentingnya Bimbingan
Perkawinan.
Bahkan saya baru mengetahui Ketika mendaftar menikah itu ada
prosedur bimbinhgan perkawinan.®®
4. Kepercayaan Tradisional Masyarakat
a. Sebagian masyarakat masih memegang kepercayaan tentang bulan atau
hari tertentu untuk menikah, sehingga enggan mengikuti program resmi.

b. Hal ini memengaruhi jadwal dan partisipasi dalam bimbingan.

3.9 Manfaat Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin
Program bimbingan perkawinan bermanfaat bagi calon pengantin karena
memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan agar mampu

membangun keluarga yang rukun dan penuh kasih sayang. Selain itu, bimbingan

8 Data ini doperoleh dari wawancara dengan penyuluh/Narasumber/Fasilitator Bimbingan
Perkawinan Tati Fujiati, padatanggal 03 Juli 2025
89 Wawancara dengan peserta bimbingan Nur , padatanggal 04 Juli 2025.



ini juga dimaksudkan untuk menurunkan angka perceraian dan memperkuat
ketahanan keluarga.

Berikut beberapa manfaat bimbingan perkawinan bagi calon pengantin:
1. Persiapan mental, emosional, dan spiritual:

Program bimbingan ini dirancang untuk memfasilitas calon pasangan
pengantin dalam Memahami secara komprehensif peran dan tanggung jawab
suami-istri dan Mengembangkan strategi efektif dalam menghadapi berbagai
tantangan relasional dalam kehidupan perkawinan..

2. Meningkatkan keterampilan komunikasi dan pemecahan masal ah:

Calon pengantin akan belgar cara berkomunikasi secara efektif dan
cara menyel esaikan konflik yang mungkin timbul dalam rumah tangga.

3. Memperoleh pengetahuan tentang hukum perkawinan dan hak serta kewajiban
suami istri:

Bimbingan ini  memberikan informas tentang aspek hukum
perkawinan, serta hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam.

4. Membangun keluarga yang tangguh dan harmonis:

Dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, calon
pengantin diharapkan dapat membangun keluarga yang damai, penuh kasih
sayang, dan welas asih.

5. Menurunkan angka perceraian:

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang perkawinan dan cara

menyel esaikan masal ah, diharapkan angka perceraian dapat menurun.
6. Mempersiapkan generasi berkualitas:

Bimbingan ini juga memberikan pemahaman tentang cara
mempersiapkan generasi berkualitas, baik secarafisik maupun mental.

7. Bimbingan perkawinan yang diadakan KUA dan lembaga lainnya adalah
investass penting untuk menciptakan rumah tangga yang langgeng dan

bahagia. Dengan mengikuti program ini, calon pengantin akan mendapatkan
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bekal yang cukup agar bisa memula pernikahan dengan kesiapan dan percaya
diri yang lebih baik.
3.10 Efektifitas Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes.

Hasil evaluas menunjukkan bahwa implementasi program Bimbingan

Perkawinan di KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes telah mencapai tingkat

efektivitas yang memadai, waaupun mash memerlukan beberapa

penyempurnaan. Temuan ini didukung oleh kajian empiris terkini yang merujuk

pada ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 1lam

Nomor 189 Tahun 2021, berikut gambaran efektivitasnya:

1. Aspek yang Efektif

a. Materi dan Metode Sesuai Pedoman Nasional Pelaksanaan bimbingan telah
mengikuti petunjuk teknis resmi, mencakup fikih perkawinan, komunikas
keluarga, dan parenting islami.

b. Dampak Positif terhadap Ketahanan Keluarga Peserta yang mengikulti
secara penuh merasa lebih siap secara mental dan spiritual, serta lebih
mampu menyelesaikan konflik rumah tangga.

c. Antusiasme Sebagian Peserta Banyak calon pengantin mengapresias
materi yang relevan dan pendekatan yang komunikatif dari fasilitator.

2. Aspek yang Kurang Efektif

a. Partispas Belum Maksima Mash banyak calon pengantin yang enggan
mengikuti bimbingan karena aasan kesibukan atau menganggapnya
formalitas.

b. Kedisiplinan dan Sosidisas Terbatas Peserta dan fasilitator kadang kurang
disiplin, dan informas program belum menjangkau seluruh lapisan
masyarakat.

c. Duras dan Sarana Terbatas Waktu pelaksanaan yang singkat dan
keterbatasan fasilitas membuat penyampaian materi kurang mendalam.

Secara umum, Bimbingan Perkawinan di Sirampog berjalan sesuai

regulasi, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor partisipas,
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sosidlisasi, dan dukungan sarana. Perlu strategi peningkatan seperti

pelibatan tokoh lokal, pendekatan berbasis kitab, dan media interaktif agar

program lebih menyentuh dan berdampak luas.

Penelitian ini akan mengkaji implementasi Bimbingan Perkawinan sebagai
upaya penguatan ketahanan keluarga di KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes.
Analisis dilakukan dengan pendekatan teori efektivitas sebagai parameter
evaluas keberhasilan program, dengan indikator sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Berdasarkan Perdirjen Bimas Islam No. DJ.I1/542 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Kursus Pranikah, program Bimbingan Perkawinan memiliki
tujuan ganda: (1) menurunkan frekuens konflik rumah tangga, kasus
perceraian, dan tindak kekerasan domestik; serta (2) meningkatkan literasi dan
pemahaman tentang pengelolaan rumah tangga guna mewujudkan keluarga
yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.”

Peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan
perkawinan bagi calon pasangan, memastikan perkawinan mereka dipenuhi
kebahagiaan, keharmonisan, dan kesejahteraan, atau dengan kata lain, tujuan
perkawinan itu sendiri.

Dengan demikian, regulas ini diharapkan mampu menekan tingkat
perceraian yang salah satunya dipicu oleh kasus KDRT. Upaya ini sekaligus
berfungs sebagai tindakan preventif terhadap berbagai penyimpangan dari
tujuan perkawinan, termasuk berbagai bentuk KDRT (fisik, psikis, seksual)
maupun penelantaran rumah tangga, yang pada akhirnya seringkali
berimplikasi pada perpisahan resmi sebagai solusi akhir bagi pasangan untuk
memisahkan jalan hidup mereka

2. Adaptas
Pembimbing pranikah, yang memberikan nasihat kepada calon pasangan,

sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Terapi

70 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta. Kegiatan Bimbingan Perkawinan bagi
Calon Pengantin. 19 Agustus 2025.
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pranikah bertujuan untuk membantu calon pasangan mencapai potens penuh
mereka dan mempelgjari lebih lanjut tentang perkawinan agar dapat memiliki
hubungan yang sukses, bahagia, dan harmonis yang selaras dengan tujuan
perkawinan.”

Diharapkan Bimbingan Perkawinan akan membantu pasangan memahami
hakikat, tujuan, dan prinsip-prinsip perkawinan. Selain itu, terapi ini juga
memberi tahu calon pasangan tentang kesulitan-kesulitan perkawinan dan cara
mengatasi nya guna memulihkan keharmonisan dalam hubungan keluarga.

3. Integras

Kenyataannya, tidak semua calon pasangan di Kecamatan Sirampog,
khususnya yang akan menikah, mendapatkan Bimbingan Perkawinan. Kondisi
ini muncul karena sifat Bimbingan Perkawinan yang masih bersifat sukarela,
bukan kewajiban. Akses terhadap program ini hanya tersedia bagi pasangan
yang secara kebetulan mengikuti kegiatan bimbingan. Terdapat pembatasan
administratif dimana hanya pasangan yang berdomisili di Kecamatan
Sirampog yang dapat mengikuti program ini. Dampaknya, tingkat partisipasi
calon pasangan dalam Bimbingan Perkawinan cenderung rendah.Oleh karena
itu, mayoritas calon pasangan yang mendaftarkan perkawinan mereka di KUA
Kec. Sirampog, Kab. Brebes tidak mengikuti Bimbingan Perkawinan karena
belum ada peraturan wajib dan mekanisme pelaksanaannya belum optimal.
Menurut data, banyak pasangan yang tidak mengetahui adanya program ini.

Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi angka perpisahan pasutri
yang sebagian besar dilatarbelakangi kasus kekerasan domestik. Secara
preventif, aturan ini bertujuan meminimalisir berbagai penyimpangan dalam
berumah tangga, mencakup seluruh bentuk kekerasan (fisk, psikologis,
seksual) dan pengabaian tanggung jawab yang pada tahap akhir kerap
berujung pada perceraian sebagai keputusan final untuk mengakhiri

hubungan.

71 Putra, |. N. Peran Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. Jurnal IImiah Bimbingan Konseling, 2023 , hal. 123. 19
Agustus 2025.



Kami menygjikan data peserta Bimbingan Perkawinan yang telah

mengikuti program ini sejak Juli 2024:
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Dari data yang penulis ambil di KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes,

bahwa pada tahun 2024 telah melaksanakan kegiatan Bimbingan Perkawinan

Mandiri kepada 180 pasang Calon Pengantin, dengan rincian berikut: Bulan

Juli : 27 Pasang, Bulan Agustus : 30 Pasang, Bulan September : 52 Pasang,

Bulan Oktober : 44 Pasang, November : 13 Pasang, Desember (sd. 12

Desember) : 14 Pasang. Sedangkan per bulan juli 2025 yang telah

melaksanakan kegiatan Bimbingan Perkawinan Mandiri kepada 90 pasang

Calon Pengantin.
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BAB IV

ANALISISBIMBINGAN PERKAWINAN PRA-NIKAH TERHADAP
KETAHANAN KELUARGA DI KUA KECAMATAN SIRAMPOG

KABUPATEN BREBES

4.1 Analisis Proses Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan
Sirampog Kabupaten Brebes
Perkawinan merupakan bagian dari dakwah Idam, sebagaimana

dijelaskan dalam Al-Qur’ an Surat An-Nahl (16:125).

ceil agdia g dinall Aae gal g Aakaldly aliy B 1 £3)

el g galw e b Gesalal b o) 0 el oo
Cpdigall
Adfinva: ' Sepulah imanusia) kepada jalan Tulbap-nw dengan
hikmah dan pelajaran vang baik dan bantahlah mereka dengan
cara yang baik Sesunggulmyva Tuhan-mwa Dhalah yvang lebih
mepgetalivi tenfang siapa’ vang tersesat dard jalap-MNwa dan
Dialah vang lebih mengetahul orang-orang vang mendapar
petunjuk.™ (.5 An-Nahl:125)

Ayat suci ini menegaskan urgensi penggjaran nilai-nilai kebajikan yang
sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT.

Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes mengikuti
arahan Direktur Bimbingan Umat Islam 2018 Kemenag Nomor 379. Instruksi
tersebut bertujuan mendorong implementasi program pemerintah dalam rangka
penguatan keluarga melalui pembangunan berkelanjutan guna mewujudkan
keluarga Sakinah. kegiatan ini bertujuan untuk mendidik calon pengantin
(catin) tentang keterampilan dalam Melakukan upaya pencegahan terhadap
aks kekerasan dalam keluarga yang dapat menjadi pemicu rusaknya ikatan
perkawinan.

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Sirampog, Brebes, sesual

aturan Dirjen Bimas Islam No. 379 Bab V. Biayanya Rp400.000 per pasangan
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atau Rp200.000 per orang, bersumber dari APBN dan/atau PNBP NR.
1. Honor narasumber/panitia.

2. Transportasi narasumber/panitia.

3. Bahan gjar/modul peserta.

4. Konsumsi dan snack.

5. ATK peserta

[o2]

. Sertifikat/penghargaan peserta.
Biaya Bimbingan Perkawinan mandiri paling tinggi Rp50.000, khusus
untuk modul buku Fondasi Keluarga Sakinah.”?

Pada hari yang sama ketika calon pengantin (Katin) memenuhi
persyaratan pencatatan perkawinan, bimbingan perkawinan mandiri akan
dilaksanakan. Untuk bimbingan perkawinan mereka sendiri, calon pengantin
(Katin) diminta untuk berkonsultass dengan pencatat perkawinan atau
pembimbing perkawinan.

Pembimbing menggunakan format ceramah untuk menyampaikan materi
program Bimbingan Perkawinan (mencakup fikih perkawinan, komunikas
keluarga, dan parenting Islami).

Setelah membawa formulir bimbingan yang disediakan oleh KUA Kec.
Sirampog, Kab. Brebes, calon pengantin diarahkan ke Pusat Kesehatan
Masyarakat (Puskesmas) untuk bimbingan mengenai kesehatan reproduks
keluarga, praktik hidup sehat, dan kesehatan keluarga.

Adapun efektifitas peran Bimbingan Perkawinan di KUA Kec Sirampog
Kab Brebes menjadi indikator penilaian, alat ini digunakan untuk mengukur
tingkat keselarasan antara pelaksanaan program dengan target dan rancangan
awal yang telah ditetapkan..

Proses pelaksanaan Bimbingan Perkawinan meliputi beberapa komponen
seperti kebijakan (peraturan, alokas anggaran, organisas, dll), sumber daya,

materi dan metode pembelgaran, peserta, waktu, sarana, dan sebagainya.

72 Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat 1slam Nomor 379 Tahun 2018 tentang
petunjuk teknis Bimbingan Perkawinan, BAB IV.
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Ketika Bimbingan Perkawinan di tempat berlangsung, setiap komponen saling
berhubungan. Dalam hal ini, keberhasilan proses pelaksanaan Bimbingan
Perkawinan dapat diukur tidak hanya pada satu sisi, tetapi juga pada kontinuitas
antar komponen individu.

Adapun faktor yang menjadi kendala dan pendukung dalam Bimbingan
Perkawinan yang di aami oleh KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes dalam
mencapai efektifitas dalam Bimbingan Perkawinan adalah:

1. Faktor Kebijakan
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 1slam

Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan
Perkawinan, KUA Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes telah
mengimplementasikan program tersebut secara optimal dengan didukung
Fasilitas memadai, Infrastruktur (gedung, mebelair), Peralatan teknis
(proyektor, LCD). Fasilitas peserta. Modul pembelgaran, Perlengkapan
administrasi, Konsumsi (snack, makan siang), Kebijakan ini memungkinkan
kedua calon pengantin berpartisipasi secara gratis tanpa membebani biaya,
dengan kualitas sarana prasarana yang telah memenuhi standar.

Tetapi dukungan pemerintah sebagal pembuat kebijakan mash
diperlukan untuk pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan. Mengingat
belum adanya undang-undang yang mewajibkan calon pengantin untuk
menjalani Bimbingan Perkawinan, hal ini terutama berlaku dalam hal
pertimbangan kebijakan. Karena belum adanya kebijakan yang di berikan
atau di keluarkan maka calon pengantin kesulitan mendapatkan izin di
lembaga atau tempat kerja, karena panduan perkawinan ini hanyalah
panduan untuk melengkapi kebutuhan anjuran dalam proses perkawinan.

Faktor Materi Bimbingan Perkawinan

Setiap fadlitator atau narasumber telah menguasai materi dan teknik
yang digunakan, sesuai dengan pengamatan penulis selama proses
bimbingan perkawinan. Informasi yang diberikan sesuai dengan Pedoman

Pelaksanaan Peraturan Kementerian Agama Nomor 379 Direktorat Jenderal
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Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2018 serta buku modul "Fondas
Keluarga Sakinah". Semua sumber daya ini membahas sgjumlah aspek
krusial dalam rumah tangga, seperti hubungan keluarga, agama, kesehatan,
pemecahan masalah, dan pendidikan.

Tetapi waktu yang digunakan dalam proses penyampaian materi
Bimbingan Perkawinan relatif singkat, apalagi bagi para catin yang
mengikuti bimbingan mandiri, sehingga materi yang di sampaikan tidak
semuanya lengkap dan tuntas, contoh Bimbingan Perkawinan reproduksi dan
pendekatan penyel esaian masalah dalam rumah tangga.

Faktor Peserta

Dua belas pasangan atau dua puluh empat peserta yang terdaftar dalam
Kelompok 1 program Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Sirampog, Kab.
Brebes adalah calon pengantin (Catin). Namun, tidak semua peserta dapat
menyelesaikan instruksi tersebut. Mayoritas mengaitkan hal ini dengan
faktor pekerjaan mereka. Selain itu, karena kedua mempelai tinggal di luar
Kecamatan Sirampog, beberapa peserta tidak dapat menghadiri Bimbingan
Perkawinan.

Karena kurangnya arahan dan persyaratan untuk bimbingan perkawinan,
kepala KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes menyatakan bahwa KUA tidak
dapat memaksa peserta untuk berpartisipasi.

Mayoritas peserta termotivasi untuk menghadiri bimbingan karena
diamanatkan oleh KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes sebagai prasyarat atau
proses untuk menikah. Hanya sedikit caon pengantin yang merasa perlu
karena mereka tidak mengetahui program bimbingan perkawinan KUA Kec.
Sirampog, Kab. Brebes. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kurang
terinformasi tentang bimbingan perkawinan.

Penyelenggaraan bimbingan pra-nikah memegang peranan krusial
dalam penguatan ketahanan rumah tangga. Dalam perspektif syariah, Islam
secara tegas menganjurkan pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah,

dan rahmah. Melaui program bimbingan ini, pasangan suami-istri dapat
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lebih menginternalisasi dan mempraktikkan gjaran Islam dalam dinamika
kehidupan berkeluarga.

Kantor Urusan Agama (KUA) menyelenggarakan berbagai modul
Bimbingan Perkawinan yang komprehensif, mencakup:

1. Penyusunan dasar-dasar membina rumah tangga yang sakinah

2. Penguatan ikatan perkawinan untuk mencapal keluarga harmonis

3. Pemahaman tentang fluktuasi hubungan dalam berumah tangga

4. ldentifikas kebutuhan pokok dalam kehidupan berkeluarga

5. Aspek-aspek kesehatan reproduksi dan mental keluarga

6. Pembinaan generasi penerus yang berkualitas dan berakhlak

7. Strategi memperkuat daya tahan keluarga terhadap berbagai ujian hidup

8. Penerapan prinsip-prinsip hukum perkawinan Isam dalam menjaga
keutuhan biduk rumah tangga

Oleh karena itu, bimbingan perkawinan dapat meningkatkan ketahanan
keluarga dan membantu pasangan dalam menciptakan keluarga yang kokoh dan
harmonis.

Memahami konsep kebijakan Bimbingan Perkawinan berbasis teori
Maslahah merupakan langkah strategis dalam mempersiapkan calon pasangan
menuju kehidupan berkeluarga. Saat ini telah muncul kesadaran kolektif bahwa
penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan menjadi kebutuhan mendesak sebagai
fondasi awal pembentukan keluarga sakinah di Indonesia.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan layanan KUA
masih terbatas pada aspek administratif dan legalitas perkawinan, sementara
aspek pembinaan psikologis pra-nikah belum optimal. Untuk mengatasi kondisi
ini, diperlukan transformas peran KUA menjadi pusat edukas dan konsultas
perkawinan yang komprehensif. Perubahan paradigma ini bertujuan membekali
pasangan dengan kemampuan mengaktualisasikan fungsi-fungs keluarga
secara tepat dalam praktik kehidupan sehari-hari guna mewujudkan

keharmonisan rumah tangga



4.2 Analisa Praktik Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Sirampog
Kabupaten Brebes dalam Per spektif Maslahah.

Mewujudkan rumah tangga yang rukun, penuh kehangatan, dan saling
pengertian memerlukan usaha yang tidak sederhana. Saat dua insan
memutuskan untuk membina rumah tangga, berbagai penyesuaian karakter dan
kebiasaan harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Pemahaman mendalam
tentang hakikat perkawinan serta strategi menyelaraskan perbedaan kepribadian
calon mempelai menjadi bekal penting sebelum melangkah ke pelaminan.

Atas dasar pertimbangan inilah, program Bimbingan Perkawinan menjadi
kebutuhan pokok untuk mengoptimalkan kesigpan mental dan kemampuan
calon pasangan. Kebijakan ini didasari pemikiran bahwa pembekalan pranikah
merupakan prasyarat wajib bagi setiap pasangan sebelum melaksanakan akad
nikah. Tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan pondasi yang kokoh bagi
kehidupan berumah tangga di kemudian hari.

Konsep maslahah secara esensial merujuk pada tindakan yang mengarah
pada pelaksanaan kebajikan atau segala bentuk kemanfaatan universal yang
membawa kemudahan dan kebaikan bagi umat manusia.

Berdasarkan temuan observas dan hasil wawancara yang dilakukan,
implementasi konsep maslahah dalam penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan
di KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes dapat diidentifikas sebagai berikut::

1. Ditinjau dari validitasnya sebagai dasar penetapan hukum, penjadwalan
Bimbingan Perkawinan tergolong dalam kategori Maslahah Tahsiniyah
karena bersifat komplementer. Bentuk kemadsahatan ini memberikan
fleksibilitas yang menyempurnakan kemaslahatan sebelumnya. Temuan
penelitian mengungkapkan bahwa Bimbingan Perkawinan merupakan
kebutuhan sekunder bagi calon pasangan sebagai persiapan menghadapi
kehidupan berumah tangga menuju keluarga sakinah. Kendati durasinya
dipersingkat, esensi materi bimbingan tetap dapat tersampaikan secara efektif.

2. Daam perspektif penygjiian materi dan implementas yang selaras dengan
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tujuan syariat, program bimbingan di KUA Sirampog termasuk Maslahah

Hajiyah. Kategori ini  menyangkut kemaslahatan yang berfungs

menyempurnakan kebutuhan primer guna mempertahankan hak-hak dasar

manusia, sebagamana pentingnya mempelgari ilmu agama untuk
menegakkan keyakinan. Meski dilaksanakan dalam waktu singkat, tujuan
utama Bimbingan Perkawinan tetap tercapai.

Berdasarkan lima pringp pokok magasid syariah, materi bimbingan

mencakup:

a. Pemeliharaan Aka (Hifz a-'Aql): Aka sebagal karunia Ilahi
memungkinkan manusia menjalankan peran sebagai khalifah. Dengan akal,
manusia mampu membedakan, merasakan, dan memahami realitas diri
maupun lingkungan. Dalam konteks ini, Bimbingan Perkawinan membantu
calon pasangan menggunakan akal secara optimal untuk membangun
keluarga sakinah, sementara fasilitator berperan mentransfer ilmu secara
efektif.

b. Pemeliharaan Keturunan (Hifz al-Nad): Isslam menitikberatkan pentingnya
menjaga garis keturunan yang sah secara agama dan negara. Kewajiban ini
diwujudkan melalui perkawinan yang sah dan pembekalan kesehatan
reproduksi sebelum menikah, guna memastikan kelangsungan generas
yang berkualitas.

berdasarkan hasil penilitian dilapangan, bahwa Tingginya angka
perceraian memunculkan kebutuhan akan Bimwin yang komprehensif.Teori
maslahah memberikan justifikas hukum Islam yang kuat bahwa Bimwin adalah
solusi yang tidak hanya dibolehkan, tetapi sangat dianjurkan untuk mencapai
magashid syariah.

Adapun Kebijakan Kemenag menjadi payung operasional dan kerangka
kerja bagi KUA untuk menjalankan program Bimwin, Kebijakan tersebut tidak
bertentangan dengan teori madahah, justru sgalan dan memperkuat antara

keduanya, yakni Kebijakan sebagai Instrukss Teknis, artinya Peraturan
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Kemenag memberikan panduan detail tentang materi, penyelenggara, dan
mekanisme Bimwin dan Maslahah sebagai Landasan Filosofis, artinya Teori
maslahah memberikan "ruh" dan alasan mendasar mengapa kebijakan itu

penting dan perlu dijalankan, yaitu untuk mengejar kemaslahatan universal.

L
UNISSULA
etllall|El tobmela
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BABV

PENUTUP

5.1 Kesmpulan
Hasil penelitian ini menjadi dasar penulis untuk menyimpulkan efektivitas

Bimbingan Perkawinan di KUA Sirampog, Brebes:

1. Keterlibatan dalam proses bimbingan perkawinan diharapkan akan berdampak
positif terhadap kesiapan intelektual dan mental calon pengantin yang siap
menikah. Peserta mendapatkan kepercayaan diri dan mampu menjelaskan
secara mental cara mencapai tujuan dan keinginan perkawinan mereka
berdasarkan hasil wawancara. Bimbingan Perkawinan KUA Kec. Sirampog,
Kab. Brebes bertujuan untuk memberikan keterampilan hidup guna menjawab
permasalahan dalam meningkatkan generasi penerus bangsa serta
pengetahuan dan pemahaman untuk membangun keluarga yang bahagia,
sehat, dan berkualitas.

2. Bimbingan Perkawinan berperan penting dalam meningkatkan ketahanan
keluarga pada pasangan pengantin di KUA Kec Sirampog Kab Brebes.
Partisipasi dalam program Bimbingan Perkawinan diharapkan mampu
memberikan dampak konstruktif terhadap tingkat kesiapan calon pengantin,
baik dari aspek psikologis maupun intelektual, sehingga mereka dapat
memasuki kehidupan perkawinan dengan kesiapan mental yang matang dan
kepercayaan diri yang optimal. dan secara global dapat menjelaskan
bagaimana mencapai tujuan dan keinginan perkawinan. Bimbingan
Perkawinan KUA Kec Sirampog Kab Brebes bertujuan untuk memberikan
pengetahuan dan pemahaman untuk mengembangkan keluarga dan ketahanan
kel uarga bahagia dan bisa menjawab tantangan kehidupan yang akan datang.

3. Dalam kerangka magashid syariah melalui pendekatan madahah, Bimbingan
Perkawinan memiliki signifikansg strategis sebagal upaya penguatan ketahanan
keluarga. Secara normatif, hukum Isam menegaskan bahwa ingtitus

perkawinan harus mengaktuaisaskan nilai-nilai  sakinah (ketenangan),



mawaddah (cinta kash), dan rahmah (kash sayang). Dalam konteks ini,
Bimbingan Perkawinan berfungs sebagai:
1. Mekanisme pembekalan kompetens marital bagi calon pengantin
2. Mediatransmis pengetahuan dan keterampilan esensial
3. Strategi preventif dalam membangun keluarga yang stabil dan harmonis
Secarafilosofis, program ini sgjalan dengan prinsip-prinsp syariah yang:
1. Menekankan pentingnya persiapan pra-nikah (i'dad)
2. Memandang keluarga sebagai unit sosia yang perlu dijaga ketahanannya
3. Mengarahkan pada terwujudnya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah
sebagai idealitas rumah tangga.
5.2 Saran
Diharapkan hasil penelitian studi ini dapat memberi kontribusi berarti bagi
semua pihak. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, berikut saran-saran yang

dapat penulis berikan:

A.Bimbingan perkawinan membawa banyak manfaat bagi pemerintah dan
masyarakat. Akan tetapi, hasiinya akan lebih bak jika ada undang-undang
yang mewajibkan setiap calon pengantin untuk mengikuti program ini.

B. KUA Kec. Sirampog, Kab. Brebes sebagal penyelenggara bimbingan
perkawinan harus mempertahankan konsistensi sekaligus meningkatkan mutu
layanan. Sogiadlisas  yang lebih intensif—misalnya melaui media
sosial—sangat diperlukan karena masih banyak masyarakat yang belum
mengena program ini. Tidak hanya itu, bimbingan sebaiknya tidak berhenti
pada persigpan perkawinan sgja, melainkan juga memberikan pemahaman
tentang pergaulan dan kesehatan reproduksi bagi generas muda agar mereka
lebih waspada di era sekarang..

C. Kepada calon pengantin, Persigpan yang tepat untuk menikah bukan hanya
tentang bagaimana acara hagjatan yang lebih utama, tetapi kehidupan sesudah
proses perkawinan itu yang menjadi fokus utama kita semua, agar mampu

menghadapi problematika di masa yang akan datang, dan di harapkan menjadi
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keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
5.3 Penutup
Alhamdulillah, penulis menyampaikan rasa syukur yang sebesar-besarnya
dan banyak terimakasih kepada dosen pembimbing yang mudah mudahan selalu
dalam lindungan-Nya. Untuk menyelesaikan karya ini, penulis memohon kepada
Allah SWT atas rahmat, petunjuk, dan berkah-Nya. Penulis menyadari bahwa
proses penyelesaian karya ini penuh tantangan, namun dengan keyakinan kepada

Allah dan usaha yang maksimal, segala kesulitan dapat teratasi.

Penulis sadar penelitian ini masih jauh dari sempurna, namun berharap
kekurangan ini menjadi motivasi untuk berkarya lebih baik serta dapat diperbaiki
di kemudian hari. Semoga penulis dan masyarakat umum dapat memperoleh

manfaat dari penélitian ini. amiin.
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